TINJAUAN YURIDIS ATAS BENTUK DAN SIFAT AKTA
MENURUT PASAL 38 UNDANG-UNDANG NOMOR 30
TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS
DIKAITKAN DENGAN PASAL 1868
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

TESIS

RITA ALFIANA
0806478834

UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM KENOTARIATAN
SALEMBA
JANUARI 2011

Tinjauan yuridis..., Ritaa Alfiana, FH Ul, 2011.



JUDICIAL REVIEW ON THE FORM AND NATURE
OF THE DEED IN ARTICLE 38 ON
ACT NUMBER 30 OF YEAR 2004
CONCERNING THE NOTARY FUNCTION
RELATED WITH THE ARTICLE 1868 CIVIL CODE

THESIS

RITA ALFIANA
0806478834

UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM KENOTARIATAN
SALEMBA
JANUARI 2011

Tinjauan yuridis..., Ritaa Alfiana, FH Ul, 2011.



TINJAUAN YURIDIS ATAS BENTUK DAN SIFAT AKTA
MENURUT PASAL 38 UNDANG-UNDANG NOMOR 30
TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS
DIKAITKAN DENGAN PASAL 1868
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

TESIS
Diajukan sebagai salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Magister Kenotariatan

RITA ALFIANA
0806478834

UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER
KEKHUSUSAN KENOTARIATAN
SALEMBA

JANUARI 2011

Tinjauan yuridis..., Ritaa Alfiana, FH Ul, 2011.



JUDICIAL REVIEW ON THE FORM AND NATURE
OF THE DEED IN ARTICLE 38 ON
ACT NUMBER 30 OF YEAR 2004
CONCERNING THE NOTARY FUNCTION
RELATED WITH THE ARTICLE 1868 CIVIL CODE

THESIS
Submitted to fulfil the requirement ot attain the Magister of Notary Degree

RITA ALFIANA
0806478834

UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM KENOTARIATAN
SALEMBA
JANUARI 2011

Tinjauan yuridis..., Ritaa Alfiana, FH Ul, 2011.



HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS
Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun yangudiru
telah saya nyatakan dengan benar.
Nama : Rita Alfiana
NPM : 0806478834

Tanda tangan

Tanggal : 12 Januari 2011

Tinjauan yuridis..., Ritaa Alfiana, FH Ul, 2011.



HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

Nama . Rita Alfiana

NPM : 0806478834

Program Studi . Magister Kenotariatan

Judul Tesis :  Tinjauan Yuridis Atas Bentuk DanaBifkta Menurut

Pasal 38 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004
Tentang Jabatan Notaris Dikaitkan Dengan Pasal 1868
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Penguj dan diterima
sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk mmperoleh gelar
Magister Kenotariatan pada Program Studi Kenotariatan, Fakultas Hukum,
Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Chairunissa Said Selenggang, SH. MKn )
Penguiji . DR. Drs. Widodo Suryandono, §HH. ( )
Penguiji . DR. Roesnastiti Prayitno, SH. M.A.  ( )

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 12 Januari 2011

Vi

Tinjauan yuridis..., Ritaa Alfiana, FH Ul, 2011.



HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia,a sggng bertanda

tangan di bawah ini :

Nama :  Rita Alfiana

NPM : 0806418834

Program Studi :  Magister Kenotariatan
Departemen

Fakultas : Hukum

Jenis karya . Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujuikumemberikan kepada
Universitas Indonesiblak Bebas Royalti Noneksklusif Non-exclusive Royalty-
Free Righ) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

“Tinjauan Yuridis Atas Bentuk dan Sifat Akta Menurut Pasal 38

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan dtaris

Dikaitkan Dengan Pasal 1868 Undang-Undang Kitab Hukm Perdata’.
beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) denbgak Bebas Royalti
Nonekslusif ini, Universitas Indonesia berhak meman, mengalihmedia/
format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan ddédabas® merawat, dan
memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta @dan saya selama tetap
mencantumkan nama saya sebagai penulis/penciptaselaagai pemilik Hak
Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Dibuat di . Depok

Padatanggal : 12 Januari 2011

Yang menyatakan

(Rita Alfiana)

vii

Tinjauan yuridis..., Ritaa Alfiana, FH Ul, 2011.



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat ALLAH S\fd@is berkat dan
rahmat-Nya yang dilimpahkan, sehingga penulis dapatyelesaikan tesis ini.
Penulisan tesis ini  berjudul “Tinjauan Yuridis Atd8entuk dan Sifat Akta
Menurut Pasal 38 Undang Undang Nomor 30 tahun ZD&dtang Jabatan
Notaris Dikaitkan Dengan Pasal 1868 Kitab Undanglaihg Hukum Perdata”
yang dilakukan dalam rangka memenuhi salah sattatsyatuk mencapai gelar
Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Univassihdonesia.

Penulis menyadari bahwa tanpa doa, dukungan manil thateriil,
bimbingan, saran dan pengembangan ide dari berbpijk, dari masa
perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, #ahgsulit bagi Penulis untuk
dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik. Oleénigaitu, pada kesempatan ini,
Penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dsgkakepada :

1. lbu Chairunissa Said Selenggang, SH. MKN. , selbsen pembimbing
yang telah memberikan ide, nasehat, semangat dagedhekan waktu,
tenaga serta kesabarannya dalam membimbing Pelalgisn penyusunan
tesis ini;

2. Kepada Suami tercinta sekaligus mentor penulisndedagala hal, Tri
Firdaus Akbarsyah SH yang telah banyak membantuuliBendari
mendaftarkan Penulis ke program notariat ini hanggenjadi narasumber
dalam tesis ini. Beliau selalu tidak henti-hentimyamberikan kesempatan
kepada Penulis untuk meningkatkan ilmu terutamaandalbidang
kenotariatan dan  memberikan dorongan, dukungama spetunjuk
petunjuk yang berharga bagi Penulis dalam menyikblsamasa
perkuliahan dengan sebaik-baiknya.

3. Tak lupa kepada ke 3 jagoan Penulis dirumah yaitthavhmad Rialfi
Akbarsyah, Muhammad Raihan Akbarsyah dan Muhammaafi R
Akbarsyah yang penuh pengertian dan mendukung Berddlam
menjalani perkuliahan hingga menyelesaikan tesis karapan Penulis,

agar ananda tidak henti-hentinya selalu belajdajdredan belajar untuk

viii

Tinjauan yuridis..., Ritaa Alfiana, FH Ul, 2011.



menambabh ilmu pengetahuan agar menjadi anak-amak ygrguna bagi
banyak orang.

. Bapak Drs. Widodo Suryandoro SH. MH. Selaku Kett@agRam Magister
Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonest&akgus selaku
dosen penguji, yang telah memberikan panduan liganudalam
pembuatan tesis ini.

. Ibu Dr. Roesnatity Prayitno, SH. MA, selaku doseenguji yang
memberikan bimbingan dan masukan ide serta pendapaida Penulis
dalam penulisan tesis ini.

. Yang tercinta keluarga besar Penulis, terutama maha tercinta, Hj.
Isralina dan Bapak, H. Sulthan Said Msc untuk sefaénjadi orang tua
yang terbaik dan selalu memberikan semangat damndan serta
mencurahkan kasih sayang, doa doa dan kepercaya&epgda Penulis,
sehingga Penulis dapat menyelesaikan perkuliahagatsebaik. Selain
itu juga buat adik-adik tersayang: yaya, rudy, lidadek, itoet dan sonny
yang selalu mendukung Penulis dalam menyelesaikdmhk beserta
keponakan keponakan yang terkasih buat hanif,saen dan athe akan
kelucuan mereka yang menjadi penambah semangatlif?enBenulis
harapkan, khususnya buat adik yang tercinta, yaga semua ini dapat
menjadi pendorong untuk menyelesaikan kuliahnya.

. Yang tersayang mamayang, Hj. Azmiar Roosadi déuakga besar yang
selalu penuh pengertian kepada Penulis pada saatigdisibukan oleh
kegiatan perkuliah sehingga tidak selalu dapat mene beliau selagi
berada di Jakarta. Terima kasih atas doa danndakunya kepada
Penulis.

. Bapak Doddy Radjasa Waluyo, SH notaris di Jakadag memberikan
masukan kepada Penulis untuk mengangkat masalalkedialam tesis.
Beliau begitu banyak memberikan saran dan bimbirnggpada Penulis
dalam menyelesaikan tesis ini.

. Bapak Zulkifli Harahap, SH sebagai Anggota Majélisngawas Daerah
dan Notaris di Jakarta yang banyak memberikan getdian saran-saran

atas permasalahan yang Penulis angkat dalamnesis i

Tinjauan yuridis..., Ritaa Alfiana, FH Ul, 2011.



10.Sahabat sahabat terdekat Penulis selama di Madf®rotariatan Ul
Salemba yaitu "Kelompok Renvoi” yang terdiri danhkAry yang suka
ngomel tapi tetap kasih ringkasan catatan, Ira ylaeg dan suka buat
salad buah, Hannah yang cantik dan suka gigit kidendry si "ketua
kelas” yang rajin dan suka kasih fotocopy catatéolly yang hobinya
sama dengan Penulis yaitu nyobain makanan dan Yyang suka bawa
juice dan minum bareng di kelas beserta selumtateteman yang rajin
dan ambisius di kelas “Perdana” Notariat Salembagytdak dapat
penulis sebut satu per satu. Penulis sangat megghmasa masa kuliah
yang sangat menyenangkan untuk 2 tahun yang tielhpakan bagi

Penulis di Program Magister Kenotariatan Ul Salepfingkatan Perdana

(Angkatan 1). Semoga kita semua menjadi oranggngng berguna,

kompak dan saling membantu dikemudian hari.

11.Karyawan pada Sekretariat Kenotariatan Ul ; PakrSan, Pak Kasir dan

Mas Bowo dan semua staff di sekretariat yang tidalpat Penulis

sebutkan satu per satu dimana mereka telah bangamkbantu Penulis

dalam memberikan informasi dan bantuan kepada Reselama masa
perkuliahan.

12.Pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutiatn per satu yang telah
berjasa dalam membantu penyusunan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa hasil penulisan tesisaur dari sempurna, oleh
karena itu segala kritik dan saran yang sifatnyanb@gun sangat diharapkan
bagi penyempurnaan pemikiran di kemudian hari.

Akhir kata, Penulis berharap Tuhan Yang Maha Eskeloan membalas
segala kebaikan semua pihak yang telah membantoodgzetesis ini membawa

manfaat bagi pengembangan ilmu.

Salemba, Januari 2011

Penulis

Rita Alfiana)

Tinjauan yuridis..., Ritaa Alfiana, FH Ul, 2011.



ABSTRAK

Nama . Rita Alfiana
Program Studi : Magister kenotariatan
Judul . Tinjauan Yuridis Atas Bentuk dan Sifat Ak¥lenurut Pasal

38 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabata
Notaris Dikaitkan Dengan Pasal 1868 Undang-UndaitabK
Hukum Perdata.

Pasal 1868 KUHPerdata adalah Undang Undang yangheadaki keberadaan
Notaris, dimana pasal ini menyatakan bahw&ta otentik adalah suatu akta
yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undangngddibuat "@eh” atau
"Dihadapan” Pegawai-pegawai Umumyang berkuasa untuk itu di tempat di
mana akta dibuatnya. Merujuk dari hal tersebuatbelPasal ini mengatur 2 (dua)
bentuk akta otentik yaitu :
1. Bentuk akta yang dibua®leh” Notaris disebut dengafikta Pejabat atau
Akta Relaas
2. Bentuk akta yang dibuaDihadapan’ Notaris atau disebutAkta Partai
atauAkta Partij.
Sedangkan dalam pasal 38 UUJN tidak mengatur dametaskan tentang ke 2
(dua) bentuk akta yang disyaratkan dalam pasal ¥88Bperdata. Ditambabh,
tidak adanya penjelasan secara rinci dalam UUJbklgzer pasal. Tentunya hal
ini dapat mengakibatkan masalah-masalah hukum vapat berujung kepada
ketidak-pastian hukum atas akta yang dibuat olebafdo dalam menjalankan
tugas dan jabatannya. Azas publisitas membuat Utili% hanya bagi notaris
saja, tapi juga bagi masyarakat luas termasuk pagegak hukum. Oleh karena
itu, UUIN harus jelas dan tegas dalam pasal-pasalterutama dalam
pengaturannya sehingga masyarakat luas dan permedakn lebih memahami
akan fungsi, keberadaan dan tanggung jawab atasyakg dibuatnya.

Kata kunci :
Pasal 1868 KUHPerdata, Pasal 38 UUJN, Akta Pakap Relaas
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ABSTRACT

Name :  Rita Alfiana
Study Program :  Magister of Notary
Title : Judicial Review on the Form And Nature Bihe Deed in

Article 38 of Act Number 30 of year 2004 Concerninige
Notary Function Related With Article 1868 Civil Gad

Article 1868 Civil Code is the foundation for theigtence of Notary in Indonesia,
where the act statedThe Authentic deed is a deed in the form prescrilyethw,
made “by” or “before” any public officers who has the power to it in lace
where the deed is madeihich means the above act ruled 2 form of authatgic
deeds which are :

1. Inthe form of madeby” notary that is Deed Party

2. In the form of madelJefore notary, that is Deed Notary.

Article 38 UUJN determine the form and nature & tileed, but actually this
article did not rule those forms into two groupswhich required by deed of
Article 1868 Civil Code. In addition, the abserufea detailed description of the
form and nature of deeaXplanation in UUJN; article by article”in UUJN, can
possibly create problems in the future upon theddeleich is made by or before
notary. Issuing UUJN means that Social Publicitinépal automatically took
place so that those articles in UUIJN made nog @orl the notary but as well as
for the police, judge, etc in handling the law en@ment. Therefore, UUJN
should have a clear and firm rules both in artieled explanation in order to give
a better understanding upon the notary functioa etkistence and responsibilities
to society.

Keywords :
Article 1868 Civil Code, Article 38 UUJN, Deed HprDeed Notary.
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada dasarnya salah satu tugas terpenting penmesetzagai Penguasa
adalah azas memberikan dan menjamin adanya rasatiep hukum bagi para
anggota masyarakat. Salah satu bentuk pelayanaswrdkgpada rakyatnya yaitu
Negara memberikan kesempatan kepada rakyat untukpereleh tanda bukti
atau dokumen hukum yang berkaitan dalam hukum ggrdan untuk keperluan
tersebut Penguasa melalui undang-undang membedan mempercayakan
kepada Notaris sebagai Pejabat Umum untuk membuatkat bukti yang
sempurna mengenai tindakan atau perbuatan hukung yhiakukan oleh
masyarakat untuk memberikan kepastian hukum atdsig@@n-perbuatan hukum
tertentu baik yang ditentukan oleh Undang Undangihaibuat dalam bentuk

akta yang telah ditentukan maupun atas kehendak jpimak yang bersangkutan.

Dengan kriteria sebagai “Pejabat Umum” secara sripbahwa dalam
tugasnya ia harus dilengkapi dengan kewenangan kaluasaan umunimet
openbaar gezag beklpdKewenangan atau kekuasaan umum yang ada pada
warga anggota masyarakat pada hakekatnya merupdfieardari fungsi publik
yang ada pada penguasa yang mengikat masyarakah.ubengan perkataan
lain, tugas notaris adalah melayani kepentinganlibpubtapi objek tugasnya

adalah di bidang hukum keperdataan khdsus.

'Paulus Effendie Lotulung,Perlindungan Hukum Bagi Notaris Selaku Pejabaum
dalam Menjalankan Tugasnyémakalah disampaikan pada Kongres XVII Ikatan tatis
Indonesia (INI), Jakarta, 25-26 Nov 1999), hal.3.

Universitas Indonesia
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Notaris dalam menjalani jabatannya sebagai Pefaimatm, diangkat oleh
Pemerintah dalam hal ini diwakili oleh Menteri Hmkwdan Hak Azasi Manusia
Republik Indonesia dan bekerja untuk Negara untu&layani kebutuhan
masyarakat dalam pembuatan akta otentik. Jabatsarididoukan suatu jabatan
yang digaji dan Notaris tidak menerima gajinya ddemerintah, akan tetapi
mereka mendapatkannya dari mereka yang memintay@salntinya, Notaris
adalah pegawai pemerintah tanpa gaji dari pemérirdan juga Notaris

dipensiunkan oleh pemerintah tanpa mendapat pedsitiipemerintaf.

Mengingat akan pentingnya akta otentik ini, seor&lugaris hendaknya
harus dapat memenuhi maksud dan kehendak masyasekat Negara yang
dibebankan kepadanya untuk dapat memberikan kepastan perlindungan
hukum terhadap perbuatan-perbuatan hukum yang ullidek dengan cara
membuat akta otentik untuk menjamin kepastian fasatau perbuatan hukum
yang dilakukan. Untuk itu seorang Notaris harus menmatikan hal-hal penting
yang mutlak harus terpenuhi dalam pembuatan se@ki@hotentik untuk dapat
memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Unserlijden® suatu akta
menjadi satu hal penting yang harus dipenuhi térldbhulu oleh seorang Notaris
dalam pembuatan sebuah akta.

Dalam perkembangannya, kehidupan bermasyaraladt meéningkatkan
intensitas dan kompleksitas hubungan hukum yangushamendapatkan
perlindungan dan kepastian berdasarkan alat bakiy ynenentukan dengan jelas
hak dan kewajiban setiap subyek hukum. Alat byktig berbentuk akta otentik
itu dibuat oleh notaris dalam bentuk minuta aktadé&hgkan minuta atas akta
tersebut menjadi milik Negara dan harus disimpanpsa batas waktu yang tidak
ditentukan sebagai bentuk menjalankan sebagiarakakim Negara dalam bidang
hukum perdata untuk melayani kepentingan masyatidatn menjalankan tugas
dari Negara.

’G.H.S Lumban Tobing, SH,Peraturan Jabatan Notariset 3, (Jakarta:Erlangga,
1980), hal.36.

3Serangkaian tindakan yang dilakukan oleh notaiisphi dari menyusunkan atas akta
tersebut, membuat aktannya, membacakan aktanyditdaoaa tanganinya akta yang telah disusun
tersebut.

Universitas Indonesia
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Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kedudukarafé adalah
sejajar dengan pejabat negara karena notaris memerang ditugaskan oleh
negara untuk membuat akta otentik untuk kepentingasyarakat luas dalam
rangka memberikan kepastian hukum, ketertibanpaatindungan hukum yang
berintikan kebenaran dan keadilan. Maka Notariandanenjalankan jabatannya
(bukan profesi), diberikan kewenangan mempergunakap Jabatan dengan

Lambang Negara Garuda Panca$ila.

Jabatan Notaris merupakan sebuah jabatan keperncayhaana
masyarakat umum mempercayakan kepada Notaris mangspek yuridis dari
perbuatan-perbuatan hukum yang akan dilakukannysgaste harapan dapat
memperoleh jaminan kepastian dan perlindungan huksefain itu, seorang
Notaris mengemban beban dari negara sebagai pangam tangan negara dalam
lapangan hukum privat. Dikarenakan tugas dan wemgnseorang Notaris
mempunyai pengaruh langsung terhadap adanya kapadtetertiban dan
perlindungan hukum, sudah semestinya seorang Notamtuk selalu
meningkatkan kualitasnya, baik kualitas moral, kaalilmu, maupun kualitas
amalnya, serta senantiasa menjunjung tinggi kearhiharkat dan martabat
sebagai pengemban tugas negara dalam melaksaabkaannya sebagai Notaris.

Lahirnya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentdalgatan 6-
Notaris (selanjutnya akan disebut UUJN) yang dimg#an di Jakarta pada
tanggal 6 Oktober 2004, sebagaimana ditempatkaanddlembaran Negara
Republik Indonesia tahun 2004 nomor 117 yang teddin 13 Bab dan 92 Pasal.
Keberadaan UUJN semakin mempertegas posisi penhiogaris dalam
menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum y#ngjuk oleh Undang-
Undang untuk membuatkan alat bukti yang sempurnager&i tindakan atau
perbuatan hukum yang dilakukan masyarakat dalam baeta menciptakan

kepastian hukum melalui akta otentik yang dibuatnya

Landasan filosofis lahirnya UUJN adalah untuk tgmslnya jaminan

kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukanyg berintikan kebenaran

“Indonesia Undang-Undang tentang Jabatan Notari$U no. 30 tahun 2004, LN. 117
Tahun 2004, TLN No. 4432. pasal 54 ayat 1 h(jjuf
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dan keadilan. Melalui akta yang dibuatnya, Notdmésus dapat memberikan
kepastian hukum kepada masyarakat pengguna jagesnotHal ini termaktub
dalam pembukaan UUJN yang berbunyi :

a. Bahwa Negara Republik Indonesia sebagai Negara nmuku
berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar &N&gpublik
Indonesia tahun 1945 menjamin kepastian, ketertibaian
perlindungan hukum, yang berintikan kebenaran deadikan.

b. Bahwa untuk menjamin kepastian, ketertiban danngkrhgan hukum
dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otkntiengenai keadaan,
peristiwa atau perbuatan hukum yang diselenggaraiaalui jabatan
tertentu.

c. Bahwa notaris merupakan jabatan tertentu yang raemjan profesi
dalam pelayanan hukum kepada masyarakat, perlu apatichn
perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepatgam.

d. Bahwa jasa Notaris dalam proses pembangunan makmngkat
sebagai salah satu kebutuhan hukum masyarakat.

e. Bahwa Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesitb.(3860:3)
yang mengatur mengenai jabatan Notaris tidak selsggidengan
perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat.

f. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimedktad huruf
a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlunmbentuk Undang
Undang tentang Jabatan Notdris.

Dari penjelasan diatas, dapat diketahui bahwa leela@n, kedudukan dan
fungsi Notaris berhubungan langsung dengan hukembpktian, terutama
dalam rangka pembuatan alat bukti tertulis yangifeerakta otentik atas segala
perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang dihanusleh peraturan perundang-
undangan atau yang dikehendaki oleh pihak (-pilyak)y berkepentingdruntuk
menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan uirukyang berintikan

kebenaran sesuai dengan amanat pembukaan UUJN.

® H. Salim HS. & H. AbdullahPerancangan Kontrak dan MQlget.1, (Sinar Grafika,
Jakarta, 2007), HIm. 101-102.

® Indonesia Undang-Undang tentang Jabatan Notari$U no. 30 tahun 2004, LN. 117
Tahun 2004, TLN No. 4432Pembukaan UUJN, Hal. 1.

" Miftachul Machsun, Makalah Majelis Pengawas, Suatu Instrumen Untuk
Mempertahankan KehormatPerlindungan Hukum Bagi Net&elaku Pejabat Umum dalam
Menjalankan an & Martabat Notariglisampaikan dalam acara Pembekalan & Penyegaiamd
rangka Rapat Pleno Pengurus Pusat Yang Diperlkasn Notaris Indonesia (INI),30 Juli 2009,
Jakarta.
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Kebutuhan masyarakat akan keberadaan Notaris tidglat dilepaskan
dan merupakan jawaban atas keperluan masyarakatsakaah alat bukti tulisan
atas perbuatan yang dilakukannya, berupa akta ilotgang memiliki daya
pembuktian sempurna agar dapat memberikan kepadtigkum kepada
masyarakat dalam upaya untuk mempertahankan halaryancaman pihak lain.
Akta otentik dari awal pembuatan nya memang dipgekan sebagai alat
pembuktian di kemudian hari. Dalam beban pembnki&adapat ketentuan yang
menyatakan bahwa :

Barang siapa yang menyatakan mempunyai barang tse$zk, atau
menyebutkan sesuatu kejadian untuk meneguhkan aikmy atau untuk
membantah haknya orang lain, maka orang itu harrmmbuktikan adanya
hak itu atau adanya kejadian ftu.

Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam p88al KUHPerdata,
akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yamgpsena bagi para pihak,
ahli waris serta orang-orang yang menerima hak mareka. Dengan kekuatan
pembuktian yang sempurna tersebut, akta otentik pnagai 3 (tiga) macam
kekuatan pembuktian, yaitu :

1. Kekuatan pembuktian lahiriah, dalam arti kata tewmse mempunyai
kemampuan untuk membuktikan sendiri keabsahannya.

2. Kekuatan pembuktian formal, dalam arti pernyataajalgat dalam tulisan
sebagaimana yang tercantum dalam akta itu adalbhgaenana yang
dilakukan dan disaksikan oleh pejabat yang bersaagk dalam
menjalankan jabatannya. Dalam kekuatan pembuktartermasuk di
dalamnya : kepastian tanggal akta, kebenaran ttardgan yang terdapat
dalam akta, identitas orang-orang yang hadir deritang tempat di mana
akta itu dibuat;

3. Kekuatan pembuktian material, dalam arti isi aktadianggap dibuktikan
sebagai yang benar terhadap setiap orang yang mégngembuatkan akta
itu sebagai alat bukti terhadap dirinya.

8bid, hal. 139-140

°G.H.S Lumban Tobing, SH,Peraturan Jabatan Notariset 3, (Jakarta:Erlangga,
1980), hal. 55-60.
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Keperluan masyarakat akan alat bukti tertulis berakta otentik sangat
erat kaitannya dengan Pasal 1868 Kitab Undang-unérkum Perdatguntuk
selanjutnya akan disebut KUHPerddfa)maupun Reglemen Indonesia Balre(
Herziene Indonesisch Regleméhsebagai dasar hukum dari keberadaan Notaris
sebagai Pejabat Umum untuk membuat akta otentdadbkentuk yang diatur oleh
undang untuk dijadikan sebagai alat bukti yangmema.

Mengenai apa yang dimaksud dengan akta otentik,alPA868
KUHPerdata menyatakan bahwa:

"Suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalantik yang ditentukan
oleh Undang-Undang dibuadleh atau dihadapan pejabat umum yang
berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuathya”

Notaris dalam menjalankan jabatannya diharuskanbedkan pelayanan
kepada masyarakat yang memerlukan jasanya denbark$miknya berkenaan
dengan akta yang dibuatnya. Notaris juga memberiganyuluhan hukum
kepada para kliennya untuk mencapai kesadaran hukany tinggi agar
masyarakat menyadari dan menghayati hak dan keammya sebagai warga
Negara dan anggota masyarakat. Notaris juga wagiimberikan jasanya kepada
masyarakat yang kurang mampu secara cuma-cuma.ambDahemberikan
konsultasi hukum terhadap kliennya, notaris dilgramtuk memungut bayaran
seperti yang dilakukan konsultan hukum. Ketentteasebut mengandung nilai

pelayanan dengan mengutamakan kepentinganlien.

Di dalam Kode Etik Notaris menegaskan bahwa notsglsagai pejabat
umum adalah warga Negara Indonesia yang bertakpadkeTuhan Yang Maha
Esa, dan dalam melakukan tugasnya selalu dijiwac#sla, sadar dan taat pada

hukum, UUJN, sumpah jabatan, kode etik notaris lakenbahasa Indonesia yang

10 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wedk) diterjiemahkan oleh
R.Subekti dan R.Tjitrosudibio, Edisi Revisi, Cetakee 27, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1987),
Pasal 1865 s/d 1945.

' R. TresnaKomentar HIR cet. 18, (Pradnya Paramita:Jakarta, 2005), HIf2 — 177.

12 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Waetk) diterjemahkan oleh
R.Subekti dan R.Tjitrosudibio, Edisi Revisi, Cetakee 27, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1987),
Pasal 1868.

'3 Prof. Drs.C.S.T. Kansil S.H. dan Christine S.Tankil, S.H., M.H.,Pokok Pokok
ETIKA PROFESI HUKUM cet. 3, (PT. PRADNYA PARAMITA, Jakarta ,1996)al. 88 — 89.
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baik. Segala persyaratan itu ditambah lagi yalatarm@ menjalankan jabatannya,
notaris harus senantiasa menjunjung tinggi martdéatkehormatan notaris baik
di dalam maupun diluar tugas jabatannya. Oleh lkardgn, dalam rangka
memelihara dan mempertahankan kehormatan dan rabiXaiaris, Negara dan
demikian pula organisasi Notaris mempunyai kepgatinuntuk turut menjaga
nilai luhur yang terkandung dalam jabatan tersebehingga terbentuklah
Lembaga Pengawas Notaris yang terdiri dari Majeemgawas maupun Dewan

Kehormatan Notaris.

Notaris dalam menjalankan jabatannya memberikaaypabn hukum
kepada masyarakat, sehingga perlu mendapatkamghantyan dan jaminan demi
tercapainya kepastian hukum. Dalam melakukan pedenya agar selalu sesuai
dengan kaidah-kaidah hukum yang mendasarinya dar syhindar dari
penyalahgunaan kepercayaan yang diberikan, nataimerlukan pengawasan.
Untuk itu, UUJN membentuk suatu lembaga indepenadetn Majelis Pengawas
Notaris yang bertugas mengawasi notaris, sekaligamberikan perlindungan

berkaitan dengan pemanggilan penyidik terhadapridota

Sesuai ketentuan pasal 67 UUJN disebutkan bahwgapasan atas
notaris dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Azasdlanusia yang
pelaksanaannya dilakukan dengan membentuk Majeligdvas yang bertujuan
untuk menjaga agar para notaris dalam menjalankdatgnnya menjaga
perilakunya, tidak mengabaikan tugas jabatanngaktmelakukan pelanggaran
terhadap peraturan yang berlaku, tidak melanggampah jabatan dan tidak
melanggar norma kode etik, serta memberikan pekaratas pelanggaran-

pelanggaran yang telah dilakukan Notaris.

Tapi pada kenyataannya, banyak masalah yang tiadmieh dalam hal
pemberlakuan hukum acara yang digunakan padaesgatitsengketa anta pihak
pihak dalam akta dan akta tersebut dijadikan selzgiabukti. Untuk keperluan
penyebutan alat bukti pada pasal 1866 KUHperdatayatritkan beberapa
macam alat bukti yang secara berturut-turut sebagalkut : tulisan/surat, saksi,
persangkaan, pengakuan dan sumpah. Sedangkanuketeyang mengatur

tentang urut-urutan penyebutan alat bukti dalanalpe®4 ayat (1) Hukum Acara
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Pidana menyatakan alat bukti yang sah ialah kegararsaksi, keterangan abhli,
surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Hal ini na&rgatkan ketidak sepahaman
antara Notaris/Majelis Pengawas dengan para pekgdgakum dalam

pemberlakuan hukum acara atas dugaan pelanggaran.

Pengaturan mengenai susunan penyebutan alat kardi lyerbeda antara
hukum perdata dan hukum pidana dapat difahami kasetiap orang cenderung
untuk mengamankan hak dan kepentingannya. Dalamnhyerdata, pihak pihak
meminta untuk dibuatkan alat bukti tulisan dalarhihiaakta otentik, sedangkan
dalam hukum pidana, pihak pihak bersengketa cendermenghilangkan alat

bukti atas pelanggaran.

Selain itu, karena tidak diaturnya mengenai saatas pelanggaran yang
dilakukan juga mengakibatkan perlindungan hukunhagap seorang Notaris
menjadi lemah. Dalam peraturan lama, pengenaarsis@nkadap seorang Notaris
adalah Pidana Khusus dalam hal ini denda tetapydtaan sekarang ini banyak
notaris yang setiap saat dapat dipanggil sebagdapte oleh penyidik dan pada
akhirnya dikenakan pidana umum atas dugaan peleanggang dilakukan nya.
Hal ini mempunyai implikasi yang buruk terhadap &N itu sendiri selain rasa
tidak aman dan tenang bagi notaris dalam menjalgjakmtannya sebagai pejabat
umum. Rasa aman dan tenang ini akan ada bilamadang-undang yang
merupakan pegangan dan dasar bagi para notaris dalembuat akta telah
memberikan perlindungan sepenuhnya kepada notaiamd melaksanakan

jabatannya.

Mengingat kompleksitas tugas dan kewajiban sedt&ristik tugas,
maka notaris yang melaksanakan tugasnya dengan pmexlki memperoleh
perlindungan hukum dengan adanya lembaga pengawasandimaksud dalam
undang-undang Jabatan Notaris. Dengan demikian akldianya, notaris dapat
melayani dan membantu masyarakat dengan sepenuhd&at mendukung
kepastian hukum yang berkeadilan sesuai dengaradandfilosofi undang-
undang jabatan notaris yaitu menjamin kepastiatertlean dan perlindungan
hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan sempaiyang dimaksudkan
dalam pembukaan UUJN.

Universitas Indonesia

Tinjauan yuridis..., Ritaa Alfiana, FH Ul, 2011.



1.2. Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikatad, permasalahan
yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah bentuk dan sifat akta (Pasal 38) Undangqumpdkbatan Notaris
Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tekmenuhi pasal 1868
Kitab Undang-Undang Hukum PerddBurgerlijk Wetboek?

2. Apakah Undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentapatala Notaris telah
menjamin kepastian hukum bagi masyarakat?

3. Bagaimanakah Perlindungan Hukum bagi Notaris dalaenjalankan
jabatannya ?

1.3. Kerangka Konseptual

Jika dikaji ketentuan mengenai akta otentik dalarasaP 1868
KUHPerdata, pasal ini hanya merumuskan arti katantdd dan tidak
menyebutkan siapa pejabat umum itoadaimana bentuk aktanyd dan kapan
pejabat umum itu berwenang. Secara implisit pab&68 KUHPerdata
menghendaki adanya suatu Undang Undang yang mengatang Pejabat umum
dan aktanya agar akta yang dibualeh’ atau ‘dihadapan” PEJABAT UMUM
yang berwenang untuk itu, dengan BENTUK yang diteah oleh undang-
undang. Hal ini berarti bahwa suatu akta Notagsus memenuhi unsur yang
disyaratkan pasal 1868 KUHPerdata agar mendapapstetentisitas yaitu harus

memiliki unsur unsur :

1. Aktaitu harus dibuat di dalam bentuk yang diteatukleh Undang-undang.
Akta itu harus dibudtoleh” atau“dihadapan” seorang pejabat umum.
3. Pejabat umum dleh” atau ‘dihadapan” siapa akta itu dibuat harus

mempunyai wewenang untuk membuat akta itu di whgghatan nya*

4 Dr. Herlien Budiono , S.HKumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotaiat
cet.1, (PT. CITRA ADITYA BAKTI: Bandung, 2007), Him214
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Jadi dapat disimpulkan bahwa pasal 1868 KUHPermatayatakan "Akta

yang dibuableh ataudihadapan” menunjukan adanya 2 (dua) golondaentuk

akta notaris vyaitu :

1.

Akta yang dibuableh (door)Notaris atau yang dinamakan akta relaas atau
akta pejabatambtelijke akten

Akta relaas atau akta pejabanptelijke Aktep: merupakan suatu
akta yang memuatélaas’ atau menguraikan secara otentik suatu tindakan
yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihaterdjdr dan disaksikan
oleh pembuat akta itu,yakni Notaris sendiri didalam menjalankan
jabatannya untuk dituangkan dalam akta Notaris. aAkiang dibuat
sedemikian dan yang memuat uraian dari apa yaifgatidan disaksikan
serta dialaminya itu dinamakan akta yang dibodh (door)Nnotaris
(sebagai pejabat umum).

Akta yang dibuatlihadapan (ten overstaannotaris atau yang dinamakan
akta partij partij-akter) atau disebut juga akta para pihak.

Akta partai atau akta pihalPértij Akter) merupakan berisikan suatu
cerita dari apa yang terjadi karena perbuatan gaagukan oleh pihak lain
dihadapan notaris, artinya yang diterangkan ateerititkan oleh pihak lain
kepada Notaris dalam menjalankan jabatannya dawk tgperluan mana
pihak lain itu sengaja datang dihadapan Notarisrdamberikan keterangan
itu atau melakukan perbuatan diihadapan Notaris agar keterangan atau
perbuatan itu dikonstatir oleh notaris didalam suakta otentik. Akta
seperti itu dinamakan akta yang dibuigtadapan notaris {en overstaan)
atauakta partai/akta para pihaR.

Sedangkan pengertian akta otentik sendiri sebagairdikemukakan oleh

C.A. Kraan di dalam disertasinyd)e Authentieke Akt Amsterdam 20 Januari

1984) mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

1.

Suatu tulisan, dengan sengaja dibuat semata-maik dijadikan bukti atau
suatu bukti dari keadaan sebagaimana disebutkamadidulisan dibuat dan

dinyatakan oleh pejabat yang berwenang. Tulisarsebeit turut

15 bid, hal. 51-52

Universitas Indonesia

Tinjauan yuridis..., Ritaa Alfiana, FH Ul, 2011.



11

ditandatangani oleh atau hanya ditanda-tangani opefiabat yang
bersangkutan saja.

2. Suatu tulisan sampai ada bukti sebaliknya, diandmeasal dari pejabat
yang berwenang.

3. Ketentuan perundang-undangan yang harus dipen@téntuan tersebut
mengatur tata-cara pembuatannya yaitu sekurangigoya memuat
ketentuan-ketentuan mengenai tanggal, tempat dibaatkta suatu tulisan,
nama dan kedudukan/jabatan pejabat yang membuatgyalata di mana
dapat diketahui mengenai hal-hal tersebut.

4. Seorang pejabat yang diangkat oleh Negara dan mempusifat dan
pekerjaan yang mandirofafhankelijk-independenceserta tidak memihak
(onpartijdig-impartial) dalam menjalankan jabatannya sesuai dengan
ketentuan Pasal 1868 KUHPerdata jo. Pasal 15 alyatJN.

5. Pernyataan dari fakta atau tindakan yang disebutheh pejabat adalah

hubungan hukum di dalam bidang hukum pritfat.

Diundangkannya UUJN menjawab kebutuhan akan adsugtu undang-
undang yang mengatur tentang segala sesuatu yamgbbegan dengan Jabatan
Notaris. Kedudukan Notaris sebagai pejabat umung yaembuat akta otentik
mendapatkan pengukuhan dalam Pasal 1 ayat (fj)manyatakan bahwa :

"Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang unt@énbuat akta
otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dima#talaan Undang-

Undang ini*’

Dari bunyi pasal tersebut dapat diketahui bahwahaj umum yang dimaksud

dalam hal ini adalah notaris.

Otentisitas dari akta notaris bersumber dari pasayat 1 UUJN, dimana

Notaris dijadikan sebagai “Pejabat Umum”, sehingdda yang dibuat oleh

'8 Dr. Herlien Budiono , S.HKumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotaat
cet.1, (PT. CITRA ADITYA BAKTI: Bandung, 2007, him214

" Indonesia Undang-Undang tentang Jabatan Notati#U no. 30 tahun 2004, LN. 117
Tahun 2004, TLN No. 4432Pembukaan UUJN, Psl. 1 ayat (1).

Universitas Indonesia

Tinjauan yuridis..., Ritaa Alfiana, FH Ul, 2011.



12

Notaris dalam kedudukannya tersebut memperoleh skt otentik. Dengan
perkataan lain, suatu akta yang dibuat oleh notaeis)punyai sifat otentik, bukan
oleh karena penetapan undang-undang, akan tetalpikairena akta itu dibuat
“oleh” atau “dihadapan” seorang pejabat umuth,seperti yang disyaratkan
dalam pasal 1868 KUHPerdata.

Disini seorang Notaris tidak hanya dituntut untulsab dan mampu
mengkonstateer keadaan yang diketahui atau kehengddlak yang
berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta yanguadib‘oleh” atau
“dihadapan”, melainkan harus pula mengetahui dan memahamhdlalyang
berkenaan dengan substansi yang dinyatakan dam didalamnya oleh Undang-
Undang dan hal apa saja yang harus dipenuhi sdsangan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Sedangkan untuk penjabaran kewenangan Notarisus@iglkbat umum
ditegaskan dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN yang bgrbun

Notaris berwenang membuat akta otentik mengenaiugem
perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharugah peraturan
perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki aledy lyerkepentingan
untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin keaas tanggal
pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan greakean dan kutipan
akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-aktatidak juga
ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat laan arang lain yang
ditetapkan Undang-Undarid.

Terminologi berwenang dalam Undang-Undang Jabataotarls$
diperlukan karena berhubungan dengan ketentuan Pa68 KUHPerdata yang
menyatakan bahwa suatu akta otentik adalah yangk@demyang dibuat dalam
bentuk yang ditentukan oleh undang-undantehi’ atau ‘dihadapan” pejabat

umum yang berwenang untuk itu, ditempat akta ibwal.

Kewenangan notaris adalah membuat akta otentik ememgoerbuatan,
perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh wamatperundang-undangan
dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingark dinyatakan dalam akta

'8 G.H.S Lumban Tobing, SHPeraturan Jabatan Notariget 3, (Jakarta : Erlangga,
1980), hal. 50.

Indonesia Undang-Undang tentang Jabatan Notari$U no. 30 tahun 2004, LN. 117
Tahun 2004, TLN No. 4432, Psl. 15 ayat (1).
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otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan aktenyimpan akta,

memberikan grosse, salinan dan sepanjang pembaétarakta itu tidak juga

ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atang lain yang ditetapkan

oleh undang-undang. Selain itu, UUJN mengatur kewgan khusus notaris

untuk melakukan tindakan hukum tertentu, sepetti :

1. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepasigggak surat dibawah
tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;

2.  membukukan surat-surat dibawah tangan dengan ntandidlam buku
khusus;

3. membuat kopi dari asli surat-surat dibawah tangaruga salinan yang

memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkdamd surat yang

bersangkutan;

melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengahasinaya;

memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan @eanbakta;

membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan;

N o 0 A

membuat akta risalah lelarfg.

Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayalaglayat (2)
Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur damraturan perundang-
undangan yaitu membuat akta dalam bentuk In Origizxatara lain :
Pembayaran uang sewa, bunga dan pensiun
Penawaran pembayaran tunai
Protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak ditemya surat berharga
Akta kuasa

Keterangan Kepemilikan; atau

o gk~ wbnRE

Akta lainnya berdasarkan peraturan perundang-ursahaffy

% |bid, Pasal 15 ayat (2).

2L DR Habib Adjie, SH.,M.Hum., Mukum Notaris Indonesizet.1, ( Bandung: PT.
Refika Aditama, 2008), Hal.81-82

221bid, hal. 82
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Melalui pengertian notaris tersebut terlihat balkesvenangan seorang
notaris adalah menjadi pejabat umum, sedangkan mavgaya adalah membuat

akta otentik.

Ada beberapa akta otentik yang merupakan wewenamgfanis dan juga
menjadi wewenang pejabat atau instansi lain, yaitu
1. Akta pengakuan anak luar kawin (Pasal 281 KUHPajdat
2. Berita acara tentang kelalaian pejabat penyimpaoték (Pasal 1227
KUHPerdata);
3. Berita acara tentang penawaran pembayaran tunaikdasinyasi (Pasal
1405 dan Pasal 1406 KUHPerdata);
4. Akta protes wesel dan cek (Pasal 143 dan PasakRHD);
Akta Catatan Sipil (pasal 4 KUHPerdata)

6. Aktalelang?®

Akta-akta yang tercantum diatas merupakan kewemanggaris bersama
dengan pejabat lainnya. Dapat dikatakan wewenang wmiliki oleh notaris
bersifat umum, sedangkan wewenang yang dimilikialpgj lainnya adalah
bersifat pengecualian. Wewenang para pejabat lainmytuk membuat akta
otentik hanya ada, apabila Undang-undang dinyatakaara tegas, bahwa selain
notaris, mereka juga turut berwenang membuatnya @téuk pembuatan suatu
akta tertentu mereka oleh undang-undang dinyatakbagai satu-satunya yang

berwenang untuk itu.

Sepanjang mengenai wewenang yang harus dipunyaipa@bat umum
dalam membuat suatu akta otentik, seorang notangaehboleh melakukan atau
menjalankan jabatannya di dalam seluruh daerah viegtukan baginya dan
hanya di dalam daerah hukum dimana ia berwenanmggeh jika akta yang
dibuatnya diluar daerah hukumnya/daerah jabatammgha akta itu menjadi tidak
otentik. Oleh sebab itu notaris mempunyai kewajibeenciptakan otensitas dari
akta-akta yang dibuatleh ataudihadapannya dan otensitas akta hanya dapat

tercipta jika syarat-syarat bentuk (Gebruik in dmmw) yang ditentukan baik

% G.H.S Lumban Tobing, SH,Peraturan Jabatan Notariget 3, (Jakarta:Erlangga,
1980), hal.38
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dalam pasal 1868 KUHPerdata dan dalam UUJN tefpeQiensitas ini tidak
ditentukan oleh peraturan perundang-undangan lainny

Akta notaris wajib dibuat dalam bentuk yang sudiéndukan oleh undang-
undang agar memperoleh otensitas dalam akta ydngtdbleh Notaris . Di
dalam UUJN, pengaturan bentuk dan sifat akta reotdiatur dalam pasal 38
sampai dengan ayat 65 namun khusus dalam hal bektaldiatur dalam pasal 38
ayat 1 sampai dengan ayat 5. Pasal 38 berjudutuBettan Sifat Akta ini
mengatur kerangka dari suatu akta notaris yang hagongkan didalam suatu akta
notaris harus mempunyai :

1. Awal Akta

2. Badan Akta

3. Akhir Akta
Didalam pengaturan diatas, bentuk yang ditentukaim dUJN merupakan bentuk
baku secara harfiah dari suatu akta. Bentuk g diatur tersebut merupakan
panduan minimum bagi masyarakat dan juga pihakdalam menentukan suatu
akta notaris. Namun jika dikaitkan dengan pas@818UHPerdata, kalimat
"Oleh” atau "Dihadapan” menunjuk bahwa terdapat 2 golongan bentuk ateyy
diakui, yaitu :

1. Akta Pejabatikta relaasyaitu akta yang dibuaOleh” Notaris.

2. Akta PartaiAkta Partijyaitu akta yang dibuatDihadapan” Notaris.
Sedangkan UUJN tidak mengatur sama sekali tentden@ik akta otentik diatas
dan selain itu UUJN juga tidak mengatur mengerat sikta. Hal ini membuat
ketidak jelasan dalam pelaksanaan pembuatan aktg Bardasarkan UUJN.
Ditambah, penjelasan dalam UUJN dalam pasal peal padak memuat

penjelasan rinci atas pasal 38 UUJN : bentuk dahakta.

1.4. Metode Penelitian

Metodologi adalah suatu unsur yang mutlak harusdadkalam penelitian
dan pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnoleti,kalrena suatu penelitian
bertujuan untuk mengungkap kebenaran secara sistenmetodologis dan
konsisten dengan mengadakan analisa dan konstrDitam usaha mencari

kebenaran, salah satunya adalah melalui kegiataahilseperti penelitian dimana
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penelitian tersebut akan mencari data atau bahaambgang dapat digunakan

untuk penulisan ilmiaf*

Sehubungan dengan penulisan tesis ini, maka pemwimpergunakan

metode penelitian sebagai berikut :

A.

Bentuk penelitian dalam penulisan tesis ini adgtahdis normatif yaitu

penelitian hukum yang dilakukan dengan mengutamakamelitian

kepustakaan atau yang disebut bahan hukum sekuwaohey dari sudut

kekuatan mengikatnya digolongkan ke dalam :

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yanggrkat terdiri

dari :

a.

Undang Undang Republik Indonesia nomor 30 tahurd 2@dtang

Jabatan Notaris.

. Undang Undang Republik Indonesia nomor 24 tahurd 2@dtang

Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagangsdan.

c. Kitab Undang-Undang Hukum PerdaBu(gerlijk Wetboek
d. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

. Peraturan Jabatan NotarRgglement Op Het Notaris Anibtdonesia

Stb. 1860:3
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Ridpub

Indonesia.

2. Bahan-bahan hukum sekunder, yang memberikan peafelmengenai

bahan hukum primer, seperti :

a.
b.
C.
d.

Rancangan Undang Undang
Buku-buku tentang Jabatan Notaris.
Hasil karya ilmiah dari kalangan hukum

Hasil-hasil penelitian.

4 Soerjono Soekant®engantar Penelitian Hukuwet.3, (Jakarta:Penerbit Universitas
Indonesia Press, 2008), Hal. 7.
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3. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang mendrergetunjuk
maupun penjelasan terhadap bahan hukum primerekamder, seperti :

Kamus besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia, daruseya>

B. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, karepe&nelitian dimaksudkan
untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentkegdaan atau gejala
lainnya guna memberikan gambaran yang jelas mengabangan hukum
antara pasal 38 UUJN dikaitkan dengan Pasal 186BiRdddata sebagai

dasar hukum dalam pembuatan akta otentik.

C. Jenis Data-data yang dipergunakan adalah datandekwyang diperoleh
melalui penelitian kepustakaatibfary researcl) yaitu suatu penelitian
kepustakaan yang dilakukan dengan mempelajari danbaca buku-buku
ilmiah mengenai fidusia,peraturan per Undang-Undangang terkait serta
bahan bacaan lain yang berhubungan dengan pemejiag dibuat oleh
penulis untuk mendapatkan landasan teoritis sebdgaar melakukan

penelitian dan penulisan tesis.

D. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakeeng dilakukan di
beberapa tempat seperti perpustakaan Universidganésia dan maupun

mengakses data melalui internet.

E. Dalam melakukan Metode Analisis diperlukan tehnmalesis data yang
bertujuan untuk menguraikan dan memecahkan masgdaiy diteliti
berdasarkan data yang diperoleh. Dengan adanyak tahalisis data ini
akan diketahui hubungan secara menyeluruh dalarelipan. Tehnik
analisis data yang dipergunakan dalam penelitian agalah dengan
menggunakan tehnik analisis deskriptif yang betrsiaalitatif yaitu
mengumpulkan semua data yang diperlukan kemudiamghubungkannya
dengan permasalahan yang ada dan dianalisis beddagaori hukum yang
dihubungkan dengan masalah yang diteliti.

% Soerjono Soekant®engantar Penelitian Hukuwet. 3, (Jakarta:Penerbit Universitas
Indonesia Press), 2003, Hal. 51-52.
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1.4. Sistematika penulisan

Sistematika penulisan secara keseluruhan disusumadietiga bagian

yaitu sebagai berikut :
Bab 1. Pendahuluan

Bab Pertama dengan judul Pendahuluan adalah memupBlb yang

membahas latar belakang permasalahan, pokok pdahasa metode

penelitian dan sistematika Penulisan.

Bab 2. Pembahasan

Bab ini meliputi dua 5 (lima) bab yaitu :

2.1

2.2.

Sejarah Notaris di Indonesia

2.1.1. Latar Belakang Lembaga Notariat

2.1.2. Masuknya Lembaga Notariat Ke Indonesia

2.1.3. Kedudukan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
di Indonesia

2.1.4. Lahirnya Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004

Tinjauan Umum Mengenai Notaris

2.2.1. Notaris Dalam Struktur Kekuasaan Negara

2.2.2. Notaris Sebagai Pejabat Umum

2.2.3. Notaris Sebagai Suatu Jabatan.

2.3. Tinjauan Umum mengenai Akta Notaris

2.4,

2.3.1. Definisi Dan Fungsi Akta

2.3.2. Jenis Akta Dan Bentuk Akta Notaris
2.3.3. Akta Notaris Sebagai Akta Otentik

2.3.4. Akta Notaris Sebagai Alat Bukti Yang Sah

Perlindungan Hukum Bagi Notaris Dalam Menjalankan

Jabatan

2.4.1. Kedudukan Notaris Dalam Pembuatan Akta
2.4.2. Asas Praduga Sah dalam Menilai Akta notaris
2.4.3. Lembaga Pengawasan Notaris

2.4.4. Majelis Pengawas Daerah
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2.5. Tinjauan Yuridis Bentuk dan Sifat Akta (Pasal 38YJN
dikaitkan dengan Pasal 1868 KUHPerdata.

Bab 3. Penutup

1.2. Simpulan
Bab ini berisi beberapa kesimpulan yang dirangkueh o

Penulis berdasarkan keterangan dari bab-bab sebgdum
1.3. Bab ini berisi beberapa saran berdasarkan dari gleasan

pada bab-bab sebelumnya.
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BAB 2
PEMBAHASAN

2.1. Sejarah Notaris di Indonesia
2.1.1. Latar Belakang Lembaga Notariat

Jabatan notaris lahir karena masyarakat membutulgkatukan jabatan
yang sengaja diciptakan kemudian baru disosiakaasikepada khalayak.
Lembaga kemasyarakatan yang dikenal sebagai “Motami timbul dari
kebutuhan dalam pergaulan sesama manusia, yangheretaki adanya alat bukti
baginya mengenai hubungan hukum keperdataan yaagdaa/atau terjadi di
antara mereka. Suatu lembaga dengan para pengabghng ditugaskan oleh
kekuasaan umumopenbaar gezgguntuk dimana dan apabila undang-undang
mengharuskan sedemikian atau dikehendaki oleh masta membuat alat bukti
tertulis yang mempunyai kekuatan oterfikNama lembaga Notariat ini berasal
dari nama pengabdinya yang pertama yakni NOTARIg&kimenandakan satu
golongan orang-orang yang melakukan suatu bentlderp@n tulis menulis

tertentu.

Sejarah dari lembaga Notariat diawali tumbuh dirdlagerdagangan di
Italia Utara yang dimulai pada abad ke XI atau XlIDaerah inilah yang
merupakan tempat asal dari notariat yang dinamédkatimjse Notariat”. Tanda-
tandanya tercermin dalam diri notaris yang diangkeh penguasa umum dan
notaris melayani untuk kepentingan masyarakat umu®elain itu, mereka
menerima uang jasanya (honorarium) dari masyarakatm puld’ Dari

perkembangan notariat di Italia ini kemudian melkasdaerah Perancis dimana

%6 G.H.S Lumban Tobing, SHReraturan Jabatan Notariset.3, (Jakarta:Erlangga,
1980), Hal.2

27 bid, hal.3-4.
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notariat ini sepanjang masa jabatannya merupakau spengabdian yang
dilakukan kepada masyarakat umum yang kebutuhakegmaannya senantiasa

mendapat pengakuan dari masyarakat dan dari Negara.

Pada abad ke Il dan abad ke Il SM, dikenal yamgardakan NOTARIT
yaitu sebagai orang-orang yang memiliki keahliatukrmempergunakan suatu
bentuk tulisan cepat didalam menjalankan pekerjaaneka (sekarang disebut
stenografep Untuk pertama kali namBlotarii diberikan kepada orang-orang
mencatat atau menuliskan pidato yang diucapkan @ealo dalam Senaat
Rumawi Kemudian dalam bagian kedua dari abad ke 5 thad &e 6, nama
Notarii diberikan secara khusus kepada para penulis pritbed para Kaisar
sehingga namaotarii kehilangan arti umumnya. Pada akhir abad keoFarii
diartikan sebagai “Pejabat-pejabat istana” yangakuan berbagai ragam
perkerjaan Kanselarij Kaisar yang semata-mata mklk perkerjaan
administratip®®

Selain pard\otarii, pada permulaan abad ke Ill sesudah masehi, dikena
istilah Tabelionesdimana pekerjaan yang dilakukan oleh p@iabelionesini
mempunyai beberapa persamaan dengan para pengaftdnadariat. Mereka
adalah orang-orang yang ditugaskan bagi kepentingasyarakat umum untuk
membuat akta-akta dan lain-lain surat, walaupuatg@batau kedudukan mereka
itu tidak mempunyai sifat kepegawaian dan jugaktidiéunjuk atau diangkat oleh
kekuasaan umum untuk melakukan sesuatu formalitasy yditentukan oleh
Undang-Undang. Par@abelionesmembuat akta-akta dan surat-surat lain tetapi
akta-akta dan surat-surat yang mereka perbuatidak tmempunyai kekuatan
otentik, sehingga akta-akta dan surat-surat tetsed@oya mempunyai kekuatan

seperti akta yang dibuat dibawah tangan.

Disamping paralabelionesmasih terdapat suatu golongan orang-orang
yang menguasai teknik menulis dinamaKaularii yang memberikan bantuan
kepada masyarakat didalam pembuatan akta-aktawlatissirat. Pardabularii

ini adalah pegawai negeri yang mempunyai tugas adaign dan memelihara

28 bid, hal.6.

29 bid, hal.7
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pembukuan keuangan kota-kota. Mereka juga dit@gaskntuk melakukan
pengawasan atas arsip dari magisrat kota-kota dibawsort dimana mereka
berada®

Setelah mengalami berbagai perkembangan, maka {antan
Tabellionaatdan Notariat yaitu golongan para notaris yang gkah oleh Kaisar
bergabung dan menyatukan diri dalam suatu badag gimamakan Collegiund.
Para notaris yang tergabung dalanoll€gium” ini dapat dipandang sebagai para
pejabat yang satu-satunya berhak untuk membuatalikia baik di dalam
maupun di luar pengadildh. Pada abad ke 14, jabatan Notaris mengalami
kemunduran dikarenakan penjualan jabatan Noteeis pénguasa demi uang.

Kebutuhan notaris telah sampai di Perancis. Phdd &3, terbitlah buku
Les Trois Notiresoleh Papon Pada tanggal 6 Oktober 1791, pertama Kali
diundangkanlah undang undang dibidang notariat yemya mengenal 1 macam
notaris. Pada tanggal 16 Maret 1830 diganti dendéntosewetyang
memperkenalkan pelembagaan notaris dan bertujuamberé&an jaminan yang
lebih baik bagi kepentingan masyarakat umum. Palolad itu, penjajahan
pemerintah kolonial Belanda telah dimulai di Indeiae Secara bersamaan pula,
Belanda mengadapta%ientosewedari Perancis dan menamainpmtarisewet.
Dan sesuai asas konkordasi, undang-undang itu jogdaku di Hindia
Belanda/IndonesiZ.

2.1.2. Masuknya Lembaga Notariat Ke Indonesia

Lembaga Notariat masuk ke Indonesia pada permuabad ke 17 dengan
adanyd'Vereenigde Oost Ind Compagnie (VOQ)I Indonesia pada saat
kepemimpinanJan Pieterszoon Coegang pada waktu itu sebagai Gubenur
Jenderal di Jacatra antara tahun 1617 sampai 1628tuk keperluan para
penduduk dan para pedagang, sehingga dianggapupgudkl mengangkat seorang

%0 bid, hal.8
%1 bid, hal.9

%2 Wacana, "Sejarah Pendidikan Magister Kenotarighdajalah Renvai nomor.
12.84.VII, (edisi Mei 2010), hal. 66.
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Notaris yang disebutNotarium Publicuni. Maka pada tanggal 27 Agustus 1620
diangkatlah Notaris pertama di Indonesia yaielchior Kerchem seorang
Sekretaris College van Schepenrefurusan perkapalan kota) untuk merangkap
sebagai Notaris yang berkedudukan di Jacatra. l&dakta pengangkatannya
sebagai Notaris, diuraikan bidang perkerjaan dawemangnya yaitu melayani
dan melakukan semua surat libel, surat wasiat dibawangan, persiapan
penerangan, akta perjanjian perdagangan, perjakgiaim, surat wasiat dan akta-
akta lainnya. Barulah pada tahun 1625, jabatan ridothpisahkan dari jabatan
sekretaris College van Scheperenyaitu dengan dikeluarkan instruksi untuk
para notaris pada tanggal 16 Juni 1625. Instriksihanya terdiri dari 10
(sepuluh) pasal, antara lain menetapkan bahwa Natajib merahasiakan segala
sesuatu yang dipercayakan kepadanya dan tidak buoktyerahkan salinan-

salinan akta kepada orang-orang yang tidak berkieysam.*

Tanggal 7 Maret 1822 (Stb.no.11) dikeluarkémstructie voor de
Notarissen Residerende in Nederlands IndRasal 1 instruksi tersebut mengatur
secara hukum batas-batas dan wewenang dari sedamagris dan juga
menegaskan Notaris bertugas untuk membuat akta-@dta kontrak-kontrak
dengan maksud untuk memberikan kepadanya kekuatan pengesahan,
menetapkan dan memastikan tanggalnya, menyimpamat@si minutanya dan

mengeluarkan grossenya dan memberikan salinanmgasgh dan benar.

Kemudian barulah pada tanggal 26 Januari 1860, ddigkanlah
Peraturan Jabatan NotariNataris Reglemeistb. No. 3) dan mulai berlaku pada
tanggal 1 Juli 1860 yang terdiri dari 66 pasal.sdtpasal yang terdapat dalam
Peraturan Jabatan Notaris ini adalah sama dengsal-pasal dalanNotariswet
yang berlaku di negeri Belanda. Setelah Indonesiedeka tanggal 17 Agustus
1945, keberadaan notaris di Indonesia tetap diadrdasarkan ketentuan Pasal Il
Aturan Peralihan (AP) Undang Undang Dasar 1945uyakgala peraturan
perundang-undangan yang ada masih tetap berlakmmadbelum diadakan yang
baru menurut Undang undang dasar ini. Dengan deasal 11 AP tersebut tetap
diberlakukarReglement op Hédotaris Ambt in Nederlands Ind{&tbl. 1860:3).

DR Habib Adjie, SH.,MHum., Flukum Notaris Indonesiacet.1, ( Bandung: PT.
Refika Aditama, 2008), Hal. 3-4
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Dan kemudian pada tahun 1954 diundangkan “Undadgno tentang

Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara. Undangdang tersebut
menegaskan bahwa dalam hal notaris tidak ada, KeK&hakiman dapat
menunjuk seorang untuk sementara diwajib menjalaniekerjaan-pekerjaan
notaris. Mereka yang ditunjuk tersebut disebut WMsktaris Sementara (Pasal 1
huruf UU nomor 33 tahun 1954), sedangkan yang disebtaris adalah mereka
yang diangkat berdasarkan ketentuan pasal 2 aydglement op Het Notaris
Ambt in Nederlands Indi€Stbl. 1860:3). Artinya UU nomor 33 tahun 1954gug
sekaligus menegaskan berlakunRaglement(Stbl. 1860:3) tentang jabatan
notaris di Indonesia (pasal 1 huruf a) untuk netérionesia’

2.1.3. Kedudukan Kitab Undang-Undang Hukum Perdatadi Indonesia

Indonesia dijajah oleh Kolonial Belanda sejak tal®®0 dan sejak itu
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diberlakukaniddia Belanda/Indonesia
berdasarkan asas konkordansi yang merupakan langasgk hukum Belanda
dalam mengatur tatanan hukum di Hindia Belandatel&® Indonesia merdeka,
berdasarkan ketentuan Pasal Peralihan yang terdigpamn Undang Undang
Dasar 1945, Kitab Undang Undang Hukum Perd&uarderlijk Wetboek dan
Kitab Undang Undang Hukum Dagan@/étboek van Koophandetlinyatakan
tetap berlaku di negara Republik Indonesia sepgnjaglum disusun undang
undang yang baru, sesuai dengan undang-undang yisa berlaku. Hal ini
dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kekosongarkurhu Dalam
perkembangannya, kitab undang undang hukum pendgia tidak berlaku
seutuhnya karena telah dicabut beberapa undangghkdaena sudah tidak sesuai

lagi dengan alam kemerdeka&n.

Dengan dicabutnya beberapa undang-undang dalain kitdang undang
hukum perdata dengan produk hukum nasional yangeh&rk undang undang,

maka hal ini secara implisit pada hakekatnya mdwmpapengakuan dari

% bid, hal. 4

% Prof. Wahyono Darmabrata, SH.M#HUKUM PERDATA Pembahasan Mengenai
Asas-Asas Hukum Perdatezet. 2, (Jakarta:CV Gitama Jaya 2005), hal. 67.
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pembentuk undang undang nasional bahwa kitab undadgng hukum perdata
adalah merupakan undang undang, dengan demikiarateekmengikatnya sama
dengan produk hukum nasional yang berbentuk undadgng yang dibuat oleh

Presiden dengan Dewan Perwakilan RaR¥at.

Dasar dari pembuatan akta otentik bersumber dasl @868 kitab undang
undang hukum perdata yang merupakan satu-satungar deang mengatur
PEJABAT UMUM danAKTA OTENTIK yang berbunyi :

“Akta otentik adalah suatu akta yang didalam bentuk yang
ditentukan oleh undang-undang, dibud¢h atau dihadapan pegawai-
pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta

dibuatnya”

Secara implisit, pasal ini menghendaki adanya suatlang-undang yang
mengatur pejabat umum dan bentuk akta otentik akfar yang dibuat oleh atau
dihadapan PEJABAT UMUM dan sesuai dengan BENTUKgydratur dalam
undang-undang dan memiliki kekuatan otentik. Kareselama ini Notaris
Indonesia tidak mempunyai undang-undang nasionaly yaengatur jabatan
notaris dan selama ini notaris Indonesia masihudidalam bentuk reglement

yang kemudian diterjemahkan menjadi Peraturan dabéotaris.

2.1.4. Lahirnya Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 dntang Jabatan
Notaris

Setelah menunggu dalam kurun waktu lebih dari afdin, pada akhirnya
pada hari Rabu tanggal 6 Oktober 2004 disahkan daan Undang Undang
Jabatan Notaris menjadi Undang-undang Nomor 30 7 2004 tentang Jabatan
Notaris atau disebut Undang-undang Jabatan Notéd&JN). Dengan
diberlakukannya UUJN tersebut, maka berdasarkaal pAdJUJIN bahwa :

1. Reglement op Het Notaris Ambt in Indonegl&60:3) sebagaimana telah
diubah terakhir dalam lembaran Negara 1954 nombr 10
2. Ordonantie 16 September 1931 tentang Honorariurari$ot

% ibid hal. 73-74, mengutip pendapat Prof R. Sub8kti
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Undang-undang nomor 33 tahun 1954.
Pasal 54 Undang-undang nomor 8 tahun 2004 tentamgb@han atas
undang-undang nomor 2 tahun 1986 tentang peragitam.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 1949, tentamgpah/janji jabatan
notaris.>’

Dinyatakan tidak berlaku lagi.

UUJN memuat 13 (tigabelas) bab yang terdiri dar{2nbilanpuluh dua)
pasal. Dengan adanya UUJN tersebut, telah tepgmibaharuan dan pengaturan
kembali secara menyeluruh dalam satu undang-ungiang mengatur jabatan
Notaris sehingga tujuan dari diberlakukannya UU3Nad dicapai yaitu menjamin
kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum, yaegntikan kebenaran dan
keadilan"®® Diberlakukannya UUJN diharapkan dapat terciptatiswnifikasi
hukum yang berlaku untuk semua penduduk di selwildyah Negara Republik

Indonesia.

Dengan lahirnya UUJN sebagai undang undang nasiy@m mengatur
tentang jabatan Notaris, maka kebutuhan akan undadgng yang mengatur
pejabat umum dan bentuk akta otentik agar akta g#mgat oleh atau dihadapan
PEJABAT UMUM dan sesuai dengan BENTUK yang diataladh undang-
undang memiliki kekuatan otentik telah terpenubiUJN secara tidak langsung
telah mengukuhkan keberadaan Notaris sebagai peysvam yang membuat
akta otentik yang sesuai dengan persyaratan yaagirddalam pasal 1868
KUHPerdata.

2.2. Tinjauan Umum Mengenai Notaris
2.2.1. Notaris Dalam Struktur Kekuasaan Negara

Kedudukan Notaris sebagai Pejabat Umum dapat aerdiidalam struktur
kekuasaan negara. Secara teoritis pembatasan deelkuamegara dikemukakan

oleh John Locke ataupunMontesquieu, meskipun kemudian muncul teori-teori

%" IndonesiaUndang-Undang tentang Jabatan Notati#J no. 30 tahun 2004, LN. 117
Tahun 2004, TLN No. 4432, Ketentuan Penutup, Pekal

% bid, Pembukaan UUJN, huruf (a).
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lain, tapi teori dari mereka merupakan awal darkéeabangnya teori kekuasaan
negara di negara-negara Eropa. Menualin Locke, bahwa kekuasaan dalam
negara harus dipisahkan menjadi 3 (tiga) bagiarng yaasing-masing berdiri

sendiri-sendiri dengan tugasnya masing-masing, yai

1. KekuasaanLegislatif yaitu kekuasaan membuat peraturan perundang-
undangan yang berlaku di dalam negara.

2. KekuasaarEksekutif yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan peraturan
perundang-undangan maupun mengawasi pelaksanaannya.

3. Kekuasaariederatif yaitu kekuasaan yang tidak termasuk kedua kelmasa
tersebut di atag?

Kemudian teori tersebut dikembangkan ollontesquieu, yang lebih
menekankan pada pemisahan kekuasaan negara yahgtdghs. Kekuasaan
negara haruslah dipisahkan menjadi 3 (tiga) bagwaity :

1. KekuasaanlLegislatif yaitu kekuasaan membuat peraturan perundang-
undangan.

2. Kekuasaan Eksekutif yaitu kekuasaan untuk melaksanakan peraturan
perundang-undangan.

3. KekuasaanYudikatif yaitu kekuasaan untuk mempertahankan peraturan
perundang-undangaf?.

Meskipun kemudian muncul teori-teori kekuasaan regang lainnya,
seperti teoriCatur Praja dari Van Vollenhoven (1926), teoriPanca Prajadari
Lemaire (1956), danDwi Praja dari A.M. Donner, tapi teori kekuasaan negara
dari John Locke danMontesquieuyang selalu menjadi rujukan dan pembahasan
kekuasaan negara. Bahwa kekuasaan negara tidelta®r sehingga kekuasaan
negara yang telah dipisahkan atau dibagikan sefsesebut di atas tidak akan
menghabiskan kekuasaan negara, kekuasaan negaild tetsp ada, dan
kekuasaan negara yang masih ada ini dapat dibetéq@ada institusi-institusi lain

yang dikehendaki oleh negara.

*DR Habib Adjie, SH.,MHum., Mukum Notaris Indonesiacet 1, (Bandung: PT. Refika
Aditama, 2008). Hal. 41

“01bid, hal. 41
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Notaris mendapatkan tugas dari negara untuk medate jabatannya
sebagai Pejabat Umum yang memuat akta otentik.inHdikarenakan, salah satu
bentuk pelayanan negara kepada rakyatnya yaituaegemberikan kesempatan
kepada rakyat untuk memperoleh tanda bukti atauumek hukum yang
berkaitan dalam hukum perdata, untuk keperluanebeis diberikan kepada
Pejabat Umum yang dijabat oleh Notaris. Dan miraigs akta tersebut menjadi
milik negara yang harus disimpan sampai batas wgkhg tidak ditentukan.
Sebagai bentuk menjalankan kekuasaan negara maladjtarima oleh Notaris
dalam kedudukan sebagai Jabatan (bukan profesgn&amenjalankan jabatan
seperti itu, maka Notaris memakai lambang negaifi) Burung Garud&:

Dengan konstruksi seperti itu, maka jelaslah bahwetaris menjalankan
sebagian kekuasaan negara dalam bidang hukum @erd#uk melayani
kepentingan rakyat yang memerlukan bukti atau d@turhukum atas suatu
perbuatan, perjanjian dan ketetapan dalam bentt&k @lentik yang diakui oleh
negara sebagai bukti yang sempurna. Otensitas\aittais bukan pada kertasnya,
akan tetapi akta yang dimaksud dibuat di hadapaari$§csebagai Pejabat Umum
dengan segala kewenangannya atau dengan perkamarakta yang dibuat
Notaris mempunyai sifat otentik, bukan karena Umgdandang menetapkan
sedemikian akan tetapi oleh karena akta itu dilolett atau di hadapan Pejabat

Umum, seperti yang dimaksud dalam Pasal 1868 KUdtRat

2.2.2. Notaris Sebagai Pejabat Umum

Istilah Pejabat Umum merupakan terjemahan dariastOpenbare
Ambtenarerdalam pasal 1868 KUHPerdata yang menyebutkan sikéuotentik
ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yangikan dalam undang-undang
oleh ataudihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempad @kt
dibuat. Khusus berkaitan deng@&penbare Ambtenaregang diterjemahkan

“! Republik Indonesidndang-Undang Nomor 24 tahun 2Q@éntang Bendera, Bahasa,
Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan, pasal 54 ayauf (j) dan ayat 2 huruf (j).

42 G.H.S Lumban Tobing, SHPeraturan Jabatan Notarjet.3, (Jakarta:Erlangga,
1980), him. 51.
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sebagai Pegawai Umum yang kemudian diartikan sebBggmbat Umum
mendapat tugas dari Negara untuk membuat akta ilotedtdn melayani
kepentingan publik. Berdasarkan kualifikasi sep&rtmaka pengertian pejabat
umum itu diberikan kepada notaffs.Oleh karena notaris adalah pejabat umum,
maka Notaris adalah Organ Negara, yang menerimanavgan dari Negara dan
menjalankan sebagian dari tugas-tugas Negara yarkgrmman dengan perbuatan

hukum para warganya, berdasarkan hukum perdata.

Diberlakukannya UUJN sebagai satu-satunya hukumiomals yang
mengatur tentang jabatan Notaris menegaskan segabah yang berwenang yang
dimaksud dalam pasal 1868 KUHPerdata. @ Dalam phsahgka 1 UUJN,
Notaris didefinisikan sebagai Pejabat Umum yangvbeang untuk membuat
akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimanakgum Undang-Undang ini.
Definisi yang diberikan oleh UUJN ini merujuk patlias dan wewenang yang
dijalankan Notaris. Artinya tugas Notaris sebagejapat umum dan memiliki
wewenang untuk membuat akta otentik serta kewemalagaya yang diatur oleh
UUJN.

Peraturan Jabatan Notaris yang lama (POkjonasi Staatsblad 1860
Nomor 3 Mendefinisikan Notaris sebagai: Pejabat umum yaatu-satunya
berwenang untuk membuat akta otentik mengenai sgedauatan, perjanjian
dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peratwramm atau oleh yang
berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalaausakta otentik, menjamin
kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan mekapegrosse, salinan dan
kutipanya, semuanya sepanjang pembuatan aktaatusalatu peraturan umum

tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepadaba¢jatau orang lain.

Sekarang, pengertian dalam rumusan PJN diatas tatakdigunakan
dalam UUJN. Penggunaan kata satu-satunysslfited dalam PJN untuk
memberikan penegasan bahwa notaris adalah satwaatgang mempunyai
wewenang umum itu, tidak turut pejabat lainya. Ssmpejabat lainnya hanya
mempunyai wewenang tertentu yang artinya wewenaageka tidak meliputi

lebih daripada pembuatan akta otentik yang secagast ditugaskan kepada

“DR.Habib Adji, SH, MHum, "Perjalanan Blanko Akta KP’, Majalah Renvoj nomor
1.73.VIl (Juni 2009), hal.74
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mereka oleh undang-undang. Dengan perkataan l@wemang notaris bersifat
umum sedang wewenang para pejabat lainya adalalgepeaian. Itulah
sebabnya bahwa apabila didalam peraturan perundaofgagan untuk suatu
perbuatan hukum diharuskan adanya akta otentik nielaitu hanya dapat
dilakukan dengan suatu akta Notaris, kecuali pesatyerundang-undangan
menyatakan dengan tegas bahwa selain dari notligiga pejabat umum lainya

turut berwenang atau sebagai yang satu-satunyaheng untuk itd*

Bila rumusan ini diperbandingkan, maka rumusan Nydng baru lebih
luas dibandingkan dengan PJN yang lama namun kgduaemiliki esensi yang
sama tentang notaris yakni sebagai pejabat umuig lyanvenang membuat akta.
Terminologi berwenangbgevoegd)dalam PJN maupun UUJN diperlukan karena
berhubungan dengan ketentuan pasal 1868 KUHPeydatamenyatakan bahwa
suatu akta otentik adalah yang dibuat dalam beydank ditentukan oleh undang-
undangoleh ataudi hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat
akta itu dibuat. Untuk pelaksanaan Pasal 1868 KUéHte tersebut pembuat
undang-undang harus membuat peraturan perundaragiganl untuk menunjuk
para pejabat umum yang berwenang untuk membuabgiték dan oleh karena
itulah para Notaris ditunjuk sebagai pejabat yaedemikian berdasarkan PJN
maupun UUJN?

Selanjutnya dalam penjelasan UUJN, diterangkan imgmga fungsi
notaris yakni terkait dengan pembuatan akta oteR@mbuatan akta otentik ada
yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangdamdrangka menjamin
kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yaegntikan kebenaran dan
keadilan bagi pihak yang berkepentingan sekaligagi bmasyarakat secara

keseluruharf®

Kewenangan Notaris diatur di Pasal 15 UUJN dimamgais sebagai
Pejabat Umum, berwenang membuat akta otentik memngamua perbuatan,

* Ibid.,hal 34.
5 G.H.S Lumban Tobing, op.cit.,hal 33.

“® IndonesiaUndang-Undang tentang Jabatan Notati#J no. 30 tahun 2004, LN. 117
Tahun 2004, TLN No. 443Pembukaan, huruf (a)

Universitas Indonesia

Tinjauan yuridis..., Ritaa Alfiana, FH Ul, 2011.



31

perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh yramatperundang-undangan
yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untukatkan dalam akta otentik,
menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyiragta, semuanya dalam
arti kewenangan yang ada pada Notaris tidak pediaérikan kepada pejabat-
pejabat lainnya, sepanjang kewenangan tersebuk tidanjadi kewenangan
pejabat-pejabat lain dalam membuat akta otentikk#avenangan lainnya, maka
kewenangan itu ada pada Notaris sepanjang pembaktarakta itu tidak juga

ditugaskan kepada pejabat lain atau orang lain yditejapkan oleh undang-
undang. Kewenangan Notaris di samping diaturndd@asal 15 UUJN, juga ada
kewenangan yang ditegaskan dalam peraturan pergnaetangan yang lain (di
luar UUJN), dalam arti peraturan perundang-undangang bersangkutan
menegaskan agar perbuatan hukum tertentu wajibatidengan akta Notaris
untuk menunjukan bahwa kewenangan Notaris sebaggb& Umum telah

sempurna, artinya tidak diperlukan “embel-embeiii,lanisalnya Notaris sebagai
Pembuat Akta Koperasi. Pemberian sebutan laindeepbotaris seperti tersebut
di atas telah mencederai makna Pejabat Umum. Seddean Notaris akan

mempunyai kewenangan tertentu jika disebutkan dalaatu aturan hukum dari

instansi pemerintdh

Kewenangan Notaris selain yang dijelaskan diatasvaaNotaris memiliki
kewenangan pula untuk:

1. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepaatigigat surat di
bawah tangan dengan mendaftar dalam suatu bukug&hus

2. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan rftand#alam suatu
buku khusus ;

3.  Membuatan kopi dari asli surat-surat di bawah tangerupa salinan yang
membuat uraian sebagaimana ditulis dan digambadkedam surat yang
bersangkutan ;

Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan asiraya ;
Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan petenbakta ;

Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan ; ata

“"Habib Adjie, “Penggerogotan wewenang Notaris sebagai Pejabat UirRemvoi,
Nomor 04. Th.ll, 3 September 2004, him. 32.
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7. Membuat akta risalah lelang.

Melalui pengertian notaris tersebut terlihat balugas seseorang Notaris
adalah menjadi pejabat umum, sedangkan wewenaragglah membuat akta
otentik. Sedangkan akta otentik adalah suatu aktg pentuknya ditentukan oleh
undang-undang, dibuatleh atau di hadapan pegawai—pegawai umum yang
berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuat@yaa Notaris sebagai akta
otentik dibuat menurut bentuk dan tata cara yatejapikan oleh UUJN.

UUJN merumuskan bahwa Notaris adalah pejabat umopenpaar
ambtenaa). Seseorang dikatakan sebagai pejabat umum, apahiliangkat dan
di berhentikan dan diberi wewenang oleh pemerinbdtaris sebagai pejabat
umum ikut serta melaksanakan kewibawagez@g)dari pemerintah. Notaris
disebut sebagai pejabat umum dikarenakan kewenapgamtuk membuat akta
Otentik. Meskipun disebut sebagai pejabat umum umamotaris bukanlah
pegawai negeri. Notaris diangkat dan diberhentikdgh pemerintah namun
notaris tidak menerima gaji dan pensiun dari pemt&n. Pendapatan Notaris

diperoleh dari honorarium kliennyA.

2.2.3. Notaris Sebagai Suatu Jabatan

Dalam pasal 1 angka 5 UUJN disebutkan bahwa orgsindotaris adalah
organisasi profesi jabatan Notaris yang berbenteikympulan yang berbadan
hukum. Dalam hal ini UUJN telah mempergunakan sebarsama-sama institusi
Notaris sebagai jabatan (jabatan Notaris) dan Motsebagai profesi (profesi
Notaris). Padahal UUJN disebut undang-undanggabaotaris. Dalam hal ini
telah terjadi inkonsistensi dalam penyebutan netagbagai suatu jabatan dan
notaris sebagai profesi. Jabatan Notaris sengagptalkan Negara sebagai
implementasi dari Negara dalam memberikan pelaydegada rakyat khusus

dalam pembuatan alat bukti yang otentik yang diakah Negara. Sedangkan

8 Mengenai honorarium ini dicantumkan dalam Pasal B8JN, Pencantuman
honorarium dalam UUJN tidak punya daya paksa unhdtaris dan para pihak yang
membutuhkan jasa Notaris, dan juga tidak ada yamggawasi jika Notaris mengikuti atau tidak
mengikuti ketentuan tersebut, dan dalam keadagtentarNotaris wajib untuk tidak meminta atau
menerima Honorarium (Pasal 37 UUJN).
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profesi lahir dari hasil interaksi diantara sesaanggota masyarakat, yang lahir
dan dikembangkan dan diciptakan oleh masyarakalirié’

Menurut Izenic, bentuk notaris dibagi menjadi 2okepok utama yaitu :

1. Notaris FungsionalNotariat Functionnél
Dimana wewenang-wewenang pemerintah didelegagieshelegeerd), dan
demikian diduga mempunyai kebenaran isisnya menguekuatan bukti
formal dan mempunyai daya/kekuatan eksekusi.

2. Notaris ProfesionalNotariat Professiongl
Walaupun pemerintah mengatur tentang organisasitetapi akta-akta
notaris itu tidak mempunyai akibat-akibat khusustaeg kebenarannya,
kekuatan bukti, demikian pula kekuatan eksekutoyiaf®

Ciri yang dapat membedakannya yaitu :

A. Akta yang dibuat dihadapan/olen Notaris Fungsionsmpunyai
kekuatan sebagai akta bukti yang sempurna danseutt mempunyai
daya eksekusi. Akta Notaris seperti ini harushdili apa adanya,
sehingga jika ada pihak yang berkeberatan denganteksebut maka
pihak yang berkeberatan berkewajiban untuk memkaktiya.

B. Notaris fungsional menerima tugasnya dari Negarkanadabentuk
delegasi dari Negara. Hal ini merupakan salah sahab notaris di
Indonesia memakai lambang Negara yaitu burung gar@leh karena
menerima tugas dari Negara, maka yang diberikandeemereka yang
diangkat sebagai Notaris dalam bentuk sebagaigaluri Negara.

C. Notaris di Indonesia sebelumnya diatur oleh pesastyabatan notaris
(Staadsblad 1860:3). Dalam teks asli disebutkaniot adalah jabatan
dan UUJN disebut undang undang jabatan Notarigarbwndang
undang profesi Notaris*

“9 DR Habib Adjie, SH.,M.Hum.,Mukum Notaris Indonesiacet.1, ( PT. Refika
Aditama;Bandung, 2008). Hal. 8

*%bid, hal. 8
*1 DR Habib Adjie, SH.,M.Hum., op.cit., hal. 9
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Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan balataris di Indonesia
adalah merupakan suatu jabatan, bukan profesi &aNmtaris sebagai suatu
jabatan yang menjalankan sebagian tugas Negaramdddamlang hukum
keperdataan dengan kewenangan untuk membuat altatgtik yang sengaja
dibuat oleh pihak(-pihak) sebagai alat bukti.. tAvakti berbentuk akta otentik
itu dibuat oleh Notaris dalam bentuk minuta aktaenjadi milik Negara yang
harus disimpan sampai batas waktu yang tidak dikamt sebagai bentuk
menjalankan sebagian kekuasaan Negara dalam bidakigm perdata untuk

melayani kepentingan rakyat.

Kedudukan Notaris adalah sejajar dengan pejabaradgrena Notaris
diberi tugas melalui undang-undang dalam bentulagaibjabatan dari negara
untuk membuat akta otentik demi kepentingan makgaraias dalam rangka
memberikan kepastian hukum, ketertiban dan penfigdo hukum yang
berintikan kebenaran dan keadilan. Maka Notariandanenjalankan jabatannya
(bukan profesi), diberikan kewenangan mempergunakap Jabatan dengan
Lambang Negara Garuda Panca3ila.Oleh karena itu dapat dimengerti bahwa
notaris sebagai organ negara yang mendapat tugasedara dalam menjalankan
jabatannya berdasarkan undang undang diperkenan&mpergunakan lambang
Negara. Sedangkan suatu profesi tidak dapat mgupakan lambang Negara

karena tidak ada dasar hukumnya.

Jabatan Notaris kehadirannya dikehendaki oleh mtimakum dengan
maksud untuk membantu dan melayani masyarakat iyeemgbutuhkan alat bukti
tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaansp&a atau perbuatan hukum.
Dengan dasar seperti ini mereka yang diangkat segaris harus mempunyai
semangat untuk melayani masyarakat, dan atas palayersebut, masyarakat
yang telah merasa dilayani oleh Notaris sesuai ateriggas jabatannya, dapat
memberikan honorarium kepada Notafi©leh karena itu Notaris tidak berarti

apa-apa jika masyarakat tidak membutuhkarnfiya.

*2 |ndonesiaUndang-Undang tentang Jabatan NotatifJ no. 30 tahun 2004, LN. 117
Tahun 2004, TLN No. 4432, pasal 54 ayat 1 hujuf (j

® Mengenai honorarium ini dicantumkan dalam Pasal B8JN, Pencantuman
honorarium dalam UUJN tidak punya daya paksa unhdtaris dan para pihak yang
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Dengan demikian Notaris merupakan suatu JabatanlikPyang
mempunyai karakteristik, yaitd®:
1. Sebagai Jabatan.

UUJN merupakan unifikasi di bidang pengaturan jabalNotaris
artinya satu-satunya aturan hukum dalam bentuk ngidadang yang
mengatur Jabatan Notaris di Indonesia, sehinggaladal yang berkaitan
Notaris di Indonesia harus mengacu kepada UUJNatdab Notaris
merupakan suatu lembaga yang diciptakan oleh Neddemempatkan
Notaris sebagai Jabatan merupakan suatu bidangjgeketau tugas yang
sengaja dibuat oleh aturan hukum untuk keperluam fd&gsi tertentu
(kewenangan tertentu) serta bersifat berkesinandungebagai suatu
lingkungan pekerjaan tetap.

2. Notaris mempunyai kewenangan tertentu.

Setiap wewenang yang diberikan kepada Jabatan leatasaturan
hukumnya sebagai batasan agar jabatan dapat begelagan baik, dan
tidak bertabrakan dengan wewenang jabatan lairibgagan demikian jika
seorang Pejabat (Notaris) melakukan suatu tinddk&rar wewenang yang
telah ditentukan, dapat dikategorikan sebagai [@edou melanggar
wewenang-wewenang Notaris hanya dicantumkan daksal 45 ayat (1),
(2) dan (3) UUJN.

3. Diangkat dan diberhentikan oleh Pemerintah.
Pasal 2 UUJN menentukan bahwa Notaris diangkatddzerhentikan

oleh pemerintah, dalam hal ini menteri yang memimd&enotariatan (Pasal

membutuhkan jasa Notaris, dan juga tidak ada yamggawasi jika Notaris mengikuti atau tidak
mengikuti ketentuan tersebut, dan dalam keadatentarNotaris wajib untuk tidak meminta atau
menerima Honorarium (Pasal 37 UUJN).

** Mendasarkan pada nilai moral dan etik Notaris, anpkngembanan jabatan Notaris
adalah pelayanan kepda masyarakat (klien) secaraimalan tidak memihak dalam bidang
kenotariatan yang pengembanannya dihayati sebagajgian hidup bersumber pada semangat
pengabdian terhadap sesama manusia demi kepentingam serta berakar dalam penghormatan
terhdap martabat manusia pada umumnya dan marfdbtris pada khususnyaderlien
Budiono, Notaris dan kode Etiknya, Upgrading & Refreshidgurse Nasional Ikatan Notaris
Indonesia, Medan, 30 Maret 2007, him. 3.

*>DR Habib Adjie, SH.,M.Hum.,ukum Notaris Indonesiacet. 1, ( PT. Refika
Aditama;Bandung, 2008), Hal. 15
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1 ayat angka 14 UUJN). Notaris meskipun secara @dtmatif diangkat dan
diberhentikan oleh Pemerintah, tidak berarti Nstarienjadi subordinasi
(bawahan) yang mengangkatnya Pemerintah.

Dengan demikian Notaris dalam menjalankan tugastgainya :

Bersifat mandiri (autonomous) ;

b. Tidak memihak siapapun (impartial) ;

c. Tidak tergantung kepda siapapun (independent)g yzerarti dalam
menjalankan tugas jabatannya tidak dapat dicangeh pihak yang
mengangkatnya atau oleh pihak lain ;

4. Tidak menerima gaji atau pensiun dari yang mengaimyia.

Notaris meskipun diangkat dan diberhentikan olemé&atah tapi
tidak menerima gaji, pensiun dari pemerintah. Nstdranya menerima
honorarium® dari masyarakat yang telah dilayaninya atau dayesberikan
pelayanan cuma-cuma untuk mereka yang tidak mampu.

5. Akuntabilitas atas pekerjaannya kepada masyarakat.

Kehadiran Notaris untuk memenuhi kebutuhan masgaralang
memerlukan dokumen hukum (akta) otentik dalam lgdankum perdata,
sehingga Notaris mempunyai tanggung jawab untulayaal masyarakat.

Sehubungan dengan wewenang notaris dalam menjaldogas jabatan
nya, Notaris hanya diperbolehkan untuk melakukéatgn nya di dalam daerah
tempat kedudukannya. Dengan demikian, Notaris wa@npunyai hanya satu
kantor dan dilarang mempunyai kantor cabang, pdtargkdan/atau bentuk
lainya. Selain itu Notaris tidak berwenang secarattr menjalankan jabatan nya
di luar tempat kedudukan nya. Artinya akta Notasgdapat-dapatnya
dilangsungkan di kantor Notaris kecuali pembuatda-akta tertentu. Apabila hal
ini dilanggar maka akta yang dibuat oleh Notarisebut tidak otentik dan hanya
mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana ak&dilbtangan.

* Honorarium berasal dari kata Latin Honor yangngeiKehormatan, Kemuliaan, tanda
hormat/penghargaan semula mengandung pengertias [@a para nasabah atau klien kepada
dokter, akuntan, pengacara dan Notaris. Kemudiamgegréan itu meluas menjadi uang imbalan
atau jasa atau hasil pekerjaan seseorang yang liglalpa gaji tetap. Umpamanya, honorarium
untuk pengarang, penerjemah, illustrator atau Ktarsuensiklopedi Nasional Indonesia. Op. cit,
him. 472, K. Prent. C.M., J. Adi Subrata dan W.J.S. Poerwadarmintg kamus Latin —
Indonesia, Kanisius, Yogyakarta, 1969, him.387.
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2.3. Akta Notaris
2.3.1. Definisi dan Fungsi Akta

Surat ialah segala sesuatu yang yang memuat tanda-tboacaan yang
dimaksudkan untuk menyampaikan buah pikiran sesgoralan dapat
dipergunakan sebagai pembuktian. Surat sebagahasttertulis dibagi menjadi
dua yaitu:

1. surat yang merupakan akta

2. surat-surat yang bukan akta.

Akta sendiri adalah surat sebagai alat bukti yabgrdtanda tangan, yang
memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hakpsgakatan, yang dibuat sejak
semula dengan sengaja untuk pembuktian. Jadi wdpkt digolongkan dalam
pengertian akta maka surat harus ditandatanga&matisan adanya tanda tangan
tidak lain bertujuan untuk membedakan akta yang dahgan akta yang dibuat
orang lain. Fungsi tanda tangan adalah untuk memd&e atau untuk
mengindividualisir sebuah akta. Akta yang dibuahoh dan B dapat diidentifisir
dari tanda tangan yang dibubuhkan pada akta-aktaliut. Oleh karena itu nama
atau tanda tangan yang ditulis dengan huruf batdklah cukup, karena dari
tulisan huruf balok itu tidak tampak ciri-ciri ataifat-sifat pembuat’

Menurut S. J. Fachema Andreae, kata akta beragdalzasa latin “acta”
yang berarti “geschrift” atau surdt. Sedangkan menurut R. Subekti dan R. Tjitro
Sudibio, kata akta berasal dari kata “acta” yangupakan bentuk jamak dari kata

“actum”, yang berasal dari bahasa latin yang bieperaturan-peraturati.

Jika disimpulkan, maka terdapat beberapa pendaeg gnendefinisikan

akta, antara lain :

®" Sudikno Mertokusumo, 1998Htikum Acara Perdata Indonegjaet. 4, (Yogyakarta:
Liberty), hal 116

*8 Suharjono, “Sekilas Tinjauan Akta Menurut HukunVaria PeradilanTahun XI
Nomor 123 (Desember 1995) : hal. 128

*9R. Subekti dan R. Tjitrosudibi&tamus Hukum
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1. Menurut A. Pitlo, seorang ahli hukum, mengemukakahwa akta adalah
suatu surat yang ditandatangani, diperbuat untpékdii sebagai bukti, dan
untuk dipergunakan oleh orang lain, untuk keperkiapa surat itu dibuat.

2.  Menurut Sudikno Mertokusumo, akta adalah surat ydheri tanda tangan,
yang memuat peristiwa-peristiwva yang menjadi damaipada suatu hak
atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengangagenuntuk
pembuktiarf?

3.  Menurut Prof. R. Subekti SH, akta adalah suatusamliyang memang
dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentangtu peristiwa dan
ditandatangarfi*

Dari beberapa pengertian mengenai Akta yang diptiasjah bahwa tidak
semua surat dapat disebut suatu akta, melainkayahamrat-surat tertentu yang
memenuhi beberapa syarat tertentu saja yang dagsddudl Akta. Adapun syarat
yang harus dipenuhi agar suatu surat disebut Aldaah %

1. Surat itu harus ditanda tangani.

Keharusan ditanda tangani sesuatu surat untuk ddpabut akta
ditentukan dalam pasal 1869 jo.1874 KUHPerdataudujdari keharusan
ditanda tangani itu untuk memberikan ciri atau knteengindividualisasi
sebuah akta yang satu dengan akta yang lainnyab 9abda tangan dari
setiap orang mempunyai ciri tersendiri yang berba@elagan tanda tangan
orang lain. Dan dengan penanda-tangannya itu sesgsodianggap
menjamin tentang kebenaran dari apa yang dituledakta tersebut.

2. Surat itu harus memuat peristiwa yang menjadi dasauatu hak atau
perikatan.

Jadi surat itu harus berisikan suatu keterangam ytpat menjadi
bukti yang dibutuhkan, dan peristiwa hukum yancelig dalam surat itu
haruslah merupakan peristiwa hukum yang menjadirdéesi suatu hak atau

perikatan.

%9 Mertokusumo, op.cit. hal 116

®1 Prof. R. Subekti SH.,Hukum Pembuktidncet. 16, (Jakarta;PT.Pradnya Paramita,
2007), hal.25.

%2 ibid
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3. Surat itu diperuntukan sebagai alat bukti.
Jadi surat itu memang sengaja dibuat untuk dijadikéat bukti.
Menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Republiloriadia nomor 24
tahun 2000 tentang bea materai bahwa semua tamdpdy@mnda tangani
yang diperbuat sebagai buktinya perbuatan kenyaétaun keadaan yang
bersifat hukum perdata dikenakan bea materai s#hpsar Rp.6.000,-. Oleh
karena itu sesuatu surat yang akan dijadikan &atbpktian di pengadilan

harus ditempeli bea materai secukupnya.

Berdasarkan ketentuan dan syarat-syarat tersebtgsdimaka surat jual
beli, surat sewa menyewa, bahkan sehelai kwitatsiah suatu akta, karena ia
dibuat sebagai bukti dari suatu peristiwva hukum danda tangani oleh

berkepentingan.

Akta mempunyai fungsi formil (formalita causa) yaaginya bahwa
untuk lengkapnya atau sempurnanya (bukan untuk ysahsuatu perbuatan
hukum, harus dibuatkan suatu akta. Disini aktaupean syarat formil untuk
adanya suatu perbuatan hukum. Disamping fungsingag yformil, akta
mempunyai fungsi sebagai alat bukti (probationigsey. Jadi jelas bahwa akta
dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembudltiklemudian hari. Sifat
tertulisnya suatu perjanjian dalam bentuk akta tidak membuat sahnya
perjanjian tetapi agar dapat dipergunakan seb#afebakti dikemudian haff®

2.3.2. Jenis-Jenis Akta

Pada umumnya akta itu adalah suatu surat yangdditeaengani, memuat
keterangan tentang kejadian-kejadian atau hal yaegipakan dasar dari suatu
perjanjian. Dapat dikatakan bahwa akta itu adaladiu tulisan yang berisikan
keterangan yang menggambarkan ada nya suatu pembusgéum. Ada dua jenis
akta yaitu :

1. akta otentik

2. akta dibawah tangan.

%3 Mertokusumo, op.cit. hal. 121-122
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Yang menjadi dasar hukumnya adalah Pasal 1867 KtidRe yaitu
pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tultsdsan otentik maupun

dengan tulisan-tulisan dibawah tangan.

Akta otentik dalam pasal 1868 KUHPerdata menyatakdkta
otentik adalah suatu akta yang didalam bentuk yditentukan oleh undang-
undang, dibuat oleh atau dihadapan seorang pegawam (Pejabat Umum)

yang berwenang untuk itu ditempat dimana akteituatnya®

Otentik atau tidaknya suatu akta tidaklah cukupbdpaakta itu dibuat
oleh atau dihadapan pejabat umum saja. Disammngshdiperhatikan tata cara
membuat akta otentik, haruslah juga menurut ketentyang ditetapkan oleh
undang-undang. Suatu akta yang dibuat oleh seommjgbat tanpa ada
wewenang dan tanpa ada kemampuan untuk membuatimyaidak memenuhi
syarat, tidaklah dapat dianggap sebagai akta &tégtipi mempunyai kekuatan
sebagai akta dibawah tangan apabila ditanda tamifamk yang bersangkut&n.
Jadi jika salah satu dari keempat syarat terselatasdada yang tidak terpenuhi
maka aktanya menjadi tidak otentik dan hanya berlsé&bagai akta dibawah

tangan apabila akta tersebut ditandatangani @edn genghadap.

Sedangkan akta dibawah tangan adalah akta yan@jaeddpuat untuk
pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari sggrajabat. Jadi semata-mata
dibuat antara pihak yang berkepentin§anAkta dibawah tangan berisi catatan
dari suatu perbuatan hukum, akan tetapi bedanygadeakta otentik adalah akta
dibawah tangan tidak dibuat dihadapan pegawai umdadi kekuatan sebagai
bukti yang pada umumnya dimiliki oleh akta otentiidaklah ada pada akta
dibawah tangan itu. Siapa yang membikin akta d#mwangan itu yang
kemudian tanda tangannya dapat ditetapkan, bahvda tngan itu benar benar
tanda tangan orang yang disebutkan sebagai penandan, maka tidak dapat
disangkal bahwa yang penanda tangan itu telah miehak perbuatan hukum

® Prof. R. Subekti SH.,Hukum Pembuktidn cet. 16, (Jakarta;PT.Pradnya Paramita,
2007), hal.26.

% Pprof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH, Hukum Acara da¢a Indonesia, cet.4,
(Yogyakarta:Penerbit Liberty, 1982), hal. 119

% bid, hal.120
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didalam akta itu. Akta dibawah tangan itu bukantafatu bukti dari sesuatu
perbuatan hukum, melainkan adalah perbuatan hulandirg yaitu pernyataan
pihak pihak yang bersangkutan. Jika ternyataladatangan di akta tersebut tidak

palsu, maka pihak tersebut tidak dapat menyarfgkal.

2.3.3. Akta Notaris Sebagai Akta Otentik

Akta otentik sebagai akta yang dibuat oleh notseisara teoritis adalah
surat atau akta yang sejak semula dengan sengegaaseesmi dibuat untuk
pembuktian. Hal ini berarti sejak awal dibuatnyaasutu, dengan sengaja ber
tujuan sebagai alat pembuktian di kemudian haai jé¢jadi sengketa. Dikatakan
dibuat secara resmi karena tidak dibuat di bawadjcta

Pasal 1868 KUHPerdata menyatakan suatu akta otadélah akta yang
bentuknya ditentukan oleh Undang-undang dan diloleglt atau di hadapan
pegawai-pegawai (pejabat umum) yang berkuasa ututuktempat akta tersebut
dibuatnya. Unsur-unsur yang terdapat dalam pa$i8 K8 HPerdata adalah
1. akta itu harus dibuatleh (door) ataudihadapan (ten overstaankeorang

Pejabat Umum.
2. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentusl@h undang-undang.
3. Pejabat Umum dleh’ atau "dihadapan’ siapa akta itu dibuat, harus

mempunyai wewenang untuk membuat akta ters&but.

Syarat-syarat tersebut dapat diuraikan sebagaiuieri
1. Akta dibuat dleh’ (door) atau 'ti hadapan’ (ten overstaan seorang
Pejabat Umunf?
Akta yang dibuat olehdpor) Notaris dalam praktek Notaris disebut

Akta RelaasatauAkta Berita Acarayang berisi berupa uraian Notaris yang

" Mr. R. Tresna, Komentar HIR, cet. 18, (PT Pradnya Paramita:Jakarta, 2005), Ha
142-143.

% prof. DR. Abdul Ghofur Anshori, SH. MH.,Lémbaga Kenotariatan Indonesia,
Perspektif Hukum dan Etikatet. 1, (Ull Press :Yogayakarta, 2009), Hal. 18

% Dalam Pasal 165 HIR (Pasal 285 Rbg, 1868 BW) ddfsimpulkan bahwa akta
otentik dapat dibagi menjadi (Bkta yang dibuat oleh Pejabat (acte ambtelijk, moerbaal
akte)dan (2)akta yang dibuat oleh para pihak (partijakte).
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dilihat dan disaksikan Notaris sendiri atas pereant para pihak, agar
tindakan atau perbuatan para pihak yang dilakuk&namgkan kedalam
bentuk akta notaris.

Akta yang dibuat dihadapanefi overstaanNotaris, dalam praktik
Notaris disebutAkta Pihak yang berisi uraian atau keterangan, pernyataan
para pihak yang diberikan atau yang diceritakaragtipan Notaris. Para
pihak berkeinginan agar uraian atau keteranganityargjkan ke dalam
bentuk akta Notarf§

2. Akta harus dibuat dalam bentuk yang ditentuideh undang-undang

Ketika kepada para Notaris masih diberlakukan Bexat Jabatan
Notaris (PJN), masih diragukan apakah akta yangadilsesuai dengan
undang-undang. Pengaturan pertama kali Notaris nkesla berdasarkan
Instruktie voor de Notarissen Residerende in Neahel$ Indiedengan Stbl.
No.11, tanggal 7 Maret 1812, kemudian dengaglement op het Notaris
Ambt in Indonesi€Stb.1860:3), damReglementni berasal darMWet op het
Notarisambt(1842), kemudian Reglement tersebut diterjemahkanjali
PJN. Meskipun Notaris di Indonesia diatur dalamtblerReglementhal
tersebut tidak dipermasalahkan karena sejak lembdggris lahir di
Indonesia, pengaturannya tidak lebih dari benRdglementdan secara
kelembagaan dengan Undang-undang Nomor 33 Tahur, 188ak
mengatur mengenai bentuk akta. Setelah lahirnyaNJUkkberadaan akta
Notaris mendapat pengukuhan karena bentuknya dikantoleh Undang-
undang, dalam hal ini ditentukan dalam Pasal 38NJ(3J

3. Pejabat umum dleh” atau 'di hadapan’ siapa akta itu dibuat, harus
mempunyai wewenang untuk membuat akta itu.
Dalam hal pembuatan suatu akta otentik, Notaris pugryai 4 (empat)

kewenangan yaitu :

"9 G.H.S Lumban Tobing, SHReraturan Jabatan Notariset.3, (Jakarta:Erlangga,
1980), him.51.

" Habib Adjie, SH., Mhum, “Notaris Tidak BerwenangeMbuat Surat Kuasa
Memasang Hak Tanggungan, tapi Berwenang Membuat Adtiasa Membebankan Hak
TanmggunganMajalah Renvoinomor 3.51.V, (edisi Agustus 2007), hal. 67
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Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkaityang dibuatnya.
Tidak setiap pejabat umum hanya dapat membuat ttentu yang
ditugaskan atau dikecualikan kepadanya berdasgr&eaturan perundang-
undangan.

Notaris harus berwenang sepanjang mengenai oramgroryang
berkepentingan siapa akta tersebut dibuat. Sedvateyis tidak berwenang
untuk membuat akta yang ditujukan kepada notanmgligg istrinya atau
suaminya, atau orang lain yang mempunyai hubungéelikargaan dengan
notaris baik karena perkawinan maupun hubungarhddaéam garis lurus
ke bawah dan/atau ke atas tanpa batas, sertakgduinan ke samping
derajat ketiga, serta menjadi pihak untuk diri sendaupun dalam suatu
kedudukan ataupun perantaraan kuasa, hal tersefutk unencegah
terjadinya tindakan memihak dan penyalahgunaarigaba

Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tepana akta tersebut
dibuat. Bagi setiap notaris ditentukan daerah hulgen{daerah jabatannya)
dan hanya di dalam daerah yang ditentukan Notagisvdnang untuk
membuat akta otentik sedangkan akta yang dibuaarddaerah jabatannya
makanya aktanya menjadi tidak sah;

Notaris harus berwenang sepanjang mengenai wakhbymsgan akta itu.
Sebab Notaris tidak berwenang untuk membuat akdbil@pNotaris masih
cuti atau telah dipecat dari jabatannya serta sebehelaksanakan sumpah

jabatan Notaris tidak berwenang untuk membuat &kta.

Sedangkan menurut pasal 1868 KUHPerdata, aktailotendiri dari 2 (dua)

bentuk yaitu :

1.

Akta yang dibuat 8leh’ Pejabat Umum gmbtelijke akten yaitu Akta
Pejabat/Akta Relaas.

Akta yang dibuat dihadapan’ Pejabat Umum partaip@rtij-aktng yaitu
Akta Partai/Akta Partij’®

2 GHS Lumban Tobing, SH,Peraturan Jabatan Notaris cet. 3, (Erlangga:Jakarta,

1992), hal. 49.

3 GHS Lumban Tobing, SH,Peraturan Jabatan Notaris cet. 3, (Erlangga:Jakarta,,

1992),hal. 51-52

Universitas Indonesia

Tinjauan yuridis..., Ritaa Alfiana, FH Ul, 2011.



44

Mengenai dua macam akta ini terdapat perbedadratidari bentuk akta-
akta tersebut vyaitu :
1. Keharusan adanya tanda tangan padakta parta/akta partij .

Undang undang mengharuskan bahwa akta partij loftarsda tangani
oleh para pihak yang bersangkutan atau setidaknydadidalam akta itu
diterangkan apa yang menjadi alasan tidak ditaadgaininya akta itu oleh
pihak atau para pihak yang bersangkutan. Keterangema harus
dicantumkan oleh Notaris dan keterangan itu berls#ibagai ganti tanda
tangan (surrogaat tanda tangan). Dengan demi&irafattangan merupakan
suatu keharusan dalam akta partij dan jika tidaiandia tangani akan
kehilangan otensitasnya

2. Tanda tangan tidak merupakan keharusan bagi otensits dari Akta
Pejabat (@cte ambtelijh.

Untuk akta relaas tanda tangan tidak merupakan riusha bagi
otensitasnya akta tersebut, cukup notaris meneasngk dalam akta itu
bahwa para yang hadir telah meninggalkan rapatilsabsenandatangani
akta itu.”

Dalam penjelasan umum UUJN disebutkan bahwa aktaariNo
merupakan akta otentik yang merupakan alat buktulie dengan kekuatan
pembuktian sempurna dan memiliki kekuatan sebafgi bukti tertulis yang
terkuat dan terpenuh. Dengan demikian apa yangathkgn dalam akta Notaris
harus dapat diterima, kecuali pihak yang berkepgati dapat membuktikan hal
yang sebaliknya secara memuaskan di hadapan peyamgengadilan. Tentang
kekuatan pembuktian dari akta Notaris sebagai bl#tti umumnya dapat
dikatakan bahwa pada umumnya akta Notaris dibedakanjadi tiga macam
kekuatan pembuktian yakni:

1. Kekuatan pembuktian lahiriabifvendige bewijaskracht
Merupakan kekuatan pembuktian dalam artian kemamplaa akta

itu sendiri untuk membuktikan dirinya sebagai akientik. Kemampuan ini

3 bid, hal. 52-53
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berdasarkan Pasal 1875 KUH Perdata tidak dapatikhine kepada akta
yang dibuat di bawah tangan. Akta yang dibuat dvdya tangan baru
berlaku sah, yakni apabila yang menandatanganimgagakui kebenaran
dari tandatanganya itu. Sementara akta otentik m&tidan sendiri
keabsahanygacta publica probant sese ipsa@pabila suatu akta nampak
sebagai akta otentik, artinya menandakan dirinyaldar, dari kata-katanya
sebagai yang berasal dari seseorang pejabat umaka akta itu terhadap
setiap orang dianggap sebagai akta otentik sangpatdlibuktikan bahwa
akta tersebut bukanlah suatu akta otentik.
2.  Kekuatan pembuktian form@brmale bewijskracht

Adalah kepastian bahwa suatu kejadian dan faktzlet dalam akta
betul-betul dilakukan oleh Notaris atau diterangkédeh pihak-pihak yang
menghadap. Artinya bahwa pejabat yang bersangkedah menyatakan
dalam tulisan sebagaimana yang tercantum dalamtaktian selain dari itu
kebenaran dari apa yang diuraikan oleh pejabahdalda itu sebagai yang
dilakukan dan disaksikan di dalam jabatanya itulaba arti formal,
sepanjang mengenai akta pejakaniftelijike actg akta itu membuktikan
kebenaran dari apa yang disaksikan, yakni yanbatjlididengar dan juga
dilakukan sendiri oleh notaris sebagai pejabatmarmi dalam menjalankan
jabatannya.

3. Kekuatan pembuktian materiaddteriele bewijskracht

Adalah kepastian bahwa apa yang tersebut dalamitaktaerupakan
pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang metrdkia atau mereka
yang mendapat hak dan berlaku untuk umum, kecwid pembuktian
sebaliknya(tegenbewijs Artinya tidak hanya kenyataan yang dibuktikan
oleh suatu akta otentik, namun dari isi akta itandgap dibuktikan sebagai
yang benar terhadap setiap orang, yang menyurulgadakan/buatkan akta

itu sebagai tanda bukti terhadap dirinpeeue preconstituge™

Pada akta dibawah tangan kekuatan pembuktian imyahameliputi

kenyataan bahwa keterangan itu diberikan, apahiida tangan yang tercantum

S bid, hal. 55-59
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dalam akta ini dibawah tangan itu diakui oleh orgagg menandatanganinya.
Dalam arti formal, maka terjamin kebenaran/kepastenggal dari akta otentik
tersebut yaitu kebenaran tandatangan yang terdaein akta itu, identitas dari
orang-orang yang hadir, demikian juga tempat akta dibuat. Sepanjang
mengenai akta partai bahwa para pihak yang ada rargglen seperti yang
diuraikan dalam akta itu, sedang kebenaran yangensedbenarnya dari

keterangan-keterangan itu sendiri, hanya pastrapiaak-pihak itu sendiri.

Pada akta otentik berlaku ketentuan pembuktiandbdan berlaku terhadap
setiap orang yakni apa yang ada dan terdapat detdatangan mereka. Namun
terdapat kekecualian atau pengingkaran atas kekyzgenbuktian formal ini.
Pertama, pihak penyangkal dapat langsung tidak akemdgahwa tanda tangan
yang dibubuhkan dalam akta tersebut adalah tangktanya. Pihak penyangkal
dapat mengatakan bahwa tandatangan yang dilihaglyagai yang dibubuhkan
olehnya ternyata dibubuhkan oleh orang lain daenamya dalam hal ini terjadi
apa yang dikenal sebagai pemalsuan tandatanganaKgithak menyangkal dapat
menyatakan bahwa notaris dalam membuat akta medaksikatu kesalahan atau
kehilafan fen onrechtg namun tidak menyangkal tanda tangan yang ada di
dalam akta tersebut. Artinya pihak menyangkalktiideempersoalkan formalitas
akta namun mempersoalkan substansi akta. Dengaikidengang dipersoalkan
adalah keterangan dari Notaris yang tidak benarhakP penyangkal tidak
menuduh terdapat pemalsuan namun menuduhkan seistafn yang mungkin
tidak disengaja sehingga tuduhan tersebut bukarma pa#uatan pembuktian
formal melainkan kekuatan pembuktian material Baterangan Notaris tersebut.
Dalam membuktikan hal ini menurut hukum dapat dakam sebagai hal yang

berada dalam koridor hukum formil pembuktian.

Dengan demikian karakter yuridis akta Notaris,yait

1. Akta Notaris wajib dibuat dalam bentuk yang sudiéntukan oleh undang-
undang (UUJN).

2. Akta Notaris dibuat karena ada permintaan parakpiti@an bukan keinginan

notaris.
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3. Meskipun dalam akta Notaris tercantum nama Nota&ag, dalam hal ini
Notaris tidak berkedudukan sebagai pihak bersammagaara pihak atau
penghadap yang namanya tercantum dalam akta.

4. Mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Siapaerikat dengan
akta Notaris serta tidak dapat ditafsirkan lainaiseyang tercantum dalam
akta tersebut.

5. Pembatalan daya ikat akta Notaris hanya dapatukitak atas kesepakatan
para pihak yang namanya tercantum dalam akta.atiBayang tidak setuju,
maka pihak yang tidak setuju harus mengajukan peomen ke pengadilan
umum agar akta yang bersangkutan tidak mengikat daggan alasan-

alasan tertentu yang dapat dibuktikan.

Mengenai isi yang dimuat dalam akta otentik addlataku sebagai yang
benar dan memiliki kepastian sebagai sebenarnyiaggeh dapat dijadikan alat
bukti yang sah di antara para pihak. Oleh karenampgdbila digunakan di muka
pengadilan adalah akta otentik sudah memiliki pektan yang sempurna dan
hakim tidak diperkenankan untuk meminta tanda pdwiru lainya disamping
akta otentik tersebut. Hakim terikat dengan alattibatentik sebab jika tidak
demikian maka dapat dipertanyakan apa gunanya gnaaatang menunjuk para
pejabat yang ditugaskan untuk membuat suatu aktgiktsebagai alat bukti bila

hakim dapat begitu saja mengesampingkan akta yingtdbleh pejabat tersebut.

2.3.4. Akta Notaris Sebagai Alat Bukti Yang Sah

Hukum pembuktian mengenal adanya alat bukti yamgpaesurat sebagai
alat bukti tertulis. Alat bukti tertulis adalah sé¢g sesuatu yang memuat tanda
tanda bacaan yang dimaksudkan untuk menyampailain gikiran seseorang dan
dibuat sejak awal sebagai alat untuk pembuktian dampunyai peranan yang
penting dalam kehidupan masyarakat modern ini, damekta sebagai dokumen
tertulis yang dapat memberikan bukti akan peristiwum yang menjadi dasar

dari hak atau perikatan.

Jadi untuk digolongkan dalam pengertian akta makatsarus ditanda
tangani sebagai mana ternyata dalam pasal 1869 KtildRa. Dalam rangka
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pembuktian, menurut pasal 1866 KUHPerdata ataul d&h RIB (Pasal 283
RDS), alat alat bukti dalam perkara perdata teedas :

1. Dbukti tulisan ;

bukti dengan saksi-saksi ;

persangkaan-persangkaan ;

pengakuan ;

o ~ 0N

sumpah’®

Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulighsan otentik
maupun dengan tulisan-tulisan di bawah tafgaFulisan-tulisan otentik berupa
akta otentik, yang dibuat dalam bentuk yang sudiééntdikan oleh undang-
undang, dibuableh ataudihadapan pejabat-pejabat (pegawai umum) yang diberi
wewenang dan ditempat dimana akta tersebut difbusikta otentik tidak saja
dapat dibuat oleh Notaris, tapi juga oleh PejatmnBuat Akta Tanah (PPAT)
Pejabat Lelang dan Pegawai Kantor Catatan Sipil.

Seperti contoh yaitu apa yang dikatakan oleh péjabaadalah sebagai
yang dilihatnya dianggap benar terjadi, maka kekugiembuktiannya berlaku
bagi setiap orang. Karena akta otentik itu merapaksalah dari pejabat yaitu
merupakan bukti dari apa yang terjadi dihadapannyarena itu, dalam hal
pembuatan akta otentik tersebut, pejabat terikda gyarat dan ketentuan dalam
undang-undang, sehingga hal itu cukup merupakamgmndapat dipercayainya
pejabat tersebut, maka isi dari akta otentik itkugudibuktikan oleh akta itu
sendiri. Jadi dianggaplah bahwa akta otentik ibuwak sesuai dengan kenyataan
seperti yang dilihableh pejabat itu, sampai dibuktikan sebaliknya.

® Prof.R. Subekti SH‘Hukum Pembuktiahy cet. 16, (PT. Pradnya Paramita:Jakarta, 2007),
Hal. 19,

" Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetkp diterjemahkan oleh
R.Subekti dan R.Tjitrosudibio, Edisi Revisi, Cetakee 27, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1987,
Pasal 1867 B.W

"8 |bid, pasal 1868 B.W

9 Akta PPAT dikategorikan sebagai akta otentik, rmsk sampai saat ini belum ada
perintah undang-undang yang mengatur mengenai RRAT. Menurut Putusan Mahkamah
Agung Republik Indonesia, putusan tanggal 22 Magit2, nomor 937 K/Sip/1970, bahwa akta

jual beli tanah yang dilaksanakan di hadapan PPAfgdiap sebagai bukti surat yang mempunyai
kekuatan bukti sempurnil.Ali Boediarto, loc.cit.,hlm 146.
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Sedangkan tulisan dibawah tangan atau disebutgkigadibawah tangan
dibuat dalam bentuk yang tidak ditentukan oleh ngdandang, tanpa perantara
atau tidak dihadapan Pejabat Umum yang berwéfagik akta otentik maupun
akta dibawah tangan dibuat dengan tujuan untukglipeikan sebagai alat bukti.

Karena akta Notaris berfungsi sebagai alat bukdkarsetidaknya material
yang dipakai untuk menerapkan tulisan tersebut stetnumemenuhi beberapa
persyaratan, diantaranya :

1. Ketahanan akan jenis material yang dipergunakan.

Hal ini berkaitan dengan (diantaranya) kewajibagi Béotaris untuk
membuat minuta akta dan menyimpan minuta akta g#ngtnya. Pasal 28
ayat 3 Notariswet di Nederland telah mensyaratlanmisj kertas tertentu
untuk pembuatan akta yang dipergunakan oleh partarido Dengan
demikian kertas dianggap memenuhi syarat matenmalku daya tahan
penyimpanan arsip.

2. Ketahanan terhadap pemalsuan.

Perubahan yang dilakukan terhadap tulisan diatasaskedapat
diketahui dengan kasat mata atau dengan menggunakem yang
sederhana. Ini berarti bahwa para pihak akan temjapabila perbuatan
hukum di antara mereka telah dilakukan dengan g#ttey menggunakan
jenis kertas tertentu.

3. Originalitas.

Untuk minuta akta hanya ada satu akta aslinya, dtecuntuk akta

yang dibuat in originali dibuat dalam beberapa kapgyang semuanya ahli.
4. Publisitas.

Untuk hal-hal tertentu pihak ketiga yang berkepegan dapat dengan
mudah melihat akta asli atau minta salinan daripgala Pengambilan atau
permohonan permintaan tersebut berdasarkan kategang ada.

5. Dapat segera atau mudah dilihat (waarneembaarheid).

Data yang terdapat pada kertas dapat dengan sdgira tanpa

diperlukan tindakan lainnya untuk dapat melihatnya.
6. Mudah dipindahkan.

8 Op. Cit. Pasal 1874 B.W
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Kertas dan sejenisnya dapat dengan mudah dipiaddfik

Akta otentik mempunyai nilai pembuktian yang semmpusebagai alat
bukti. Perbedaan yang penting antara kedua jda@starsebut, yaitu dalam nilai
pembuktian. Kesempurnaan akta Notaris sebagaibalei, maka akta tersebut
harus dilihat apa adanya, tidak perlu dinilai athtafsirkan lain, selain yang
tertulis dalam akta tersebut.

Akta di bawah tangan mempunyai kekuatan pembulgegpanjang para
pihak mengakuinya atau tidak ada penyangkalansddah satu pihak, jika para
pihak mengakuinya, maka akta dibawah tangan terselempunyai kekuatan
pembuktian yang sempurna sebagaimana akta dtenfika ada salah satu pihak
tidak mengakuinya, beban pembuktian diserahkandeepénak yang menyangkal
akta tersebut, dan penilaian penyangkalan atas terkebut diserahkan kepada

hakim.

Baik alat bukti akta dibawah tangan maupun aktatidéeduanya harus
memenuhi rumusan mengenai sahnya suatu perjangedasarkan Pasal 1320
BW, dan secara materil mengikat para pihak yang inoetmya (Pasal 1338 BW)
sebagai suatu perjanjian yang harus ditepati obzia pihak. Suatu perjanjian
adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanjida@gaorang lain atau dimana
dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakauat haf?

2.4  Perlindungan Hukum Bagi Notaris Dalam MenjalankanJabatan

2.4.1. Kedudukan Notaris Dalam Pembuatan Akta

Salah satu karakter yuridis dari akta Notaris balwataris bukan sebagai
pelaku dari akta tersebut tetapi Notaris beradaatipara pihak atau bukan pihak

dalam akta tersebut. Dengan kedudukan Notaris epersehingga jika suatu

8 Herlien Budiono, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di bidang Kenotammtcet. 1, (PT.
Citra Aditya Bakti: Bandung, 2007),him.217-218

8 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlik Wedkp diterjemahkan oleh
R.Subekti dan R.Tjitrosudibio, Edisi Revisi, Cetalke 27, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1987Pasal
1875 B.W

8 Prof. R. Subekti SHAukum Perjanjiancet.21, (Jakarta:Penerbit Intermasa, 2005),1hall.
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akta Notaris dipermasalahkan, maka kedudukan Nobarkan sebagai salah satu
pihak atau yang turut serta melakukan atau membaaina pihak dalam
kualifikasi Hukum Pidana atau sebagai tergugat afawt Tergugat dalam
perkara perdata. Penempatan Notaris sebagai pilaalg yurut serta atau
membantu para pihak dengan kualifikasi membuat rt@wmempatkan keterangan
palsu kedalam akta otentik atau menempatkan Nosmimgai tergugat yang
berkaitan dengan akta yang dibuat oleh atau dilaadBjotaris, maka hal tersebut

telah mencederai akta Notaris, Notaris itu sertt#in Lembaga Notariat.

Akta Notaris sebagai alat bukti agar mempunyai kéku pembuktian
yang sempurna, jika seluruh ketentuan prosedur t@i@ucara pembuatan akta
dipenuhi. Jika ada prosedur yang tidak dipenuhatadpuktikan melalui proses
pengadilan. Perkara pidana dan perdata akta Notassnantiasa

mempermasalahkan daspek formaterutama mengenai*:

kepastian hari, tangal, bulan, tahun dan pukul radap.
Pihak (siapa) yang menghadap Notaris.

Tanda tangan yang menghadap.

Salinan akta tidak sesuai dengan minuta akta.
Salinan akta ada, tanpa dibuat minuta akta.

o a0k~ w DN R

Minuta akta tidak ditandatangani secara lengkap,sainan dikeluarkan.

Notaris wajib menjamin kepastian hari, tanggal,abultahun dan pukul,
penghadap yang disebutkan pada bagian awal ak&xidlotebagai bukti bahwa
para pihak menghadap dan menandatangani akta padaanggal, bulan, tahun
dan pukul yang tersebut dalam akta dan semua proseeimbuatan yang

dilakukan sesuai aturan hukum yang berlaku daldrmhdUJN.

Jika pihak yang tersebut dalam akta merasa menghbldaaris dan
menandatangani akta di hadapan Notaris, tapi tEargalam salinan dan minuta
akta tidak sesuai dengan kenyataan yang diyakiningdu pihak yang
bersangkutan melakukan tindakan pengingkaran tephldpastian hari, tanggal,

bulan, tahun dan pukul menghadap yang tercantuandakta. Dalam kaitan ini

8 DR. Habib Adjie, SH. MhumHukum Notaris Indonesja afsir Tematik Terhadap UU
no.. 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, d®&ahdung: PT. Refika Aditama, 2008) hal. 136,

Universitas Indonesia

Tinjauan yuridis..., Ritaa Alfiana, FH Ul, 2011.



52

diperlukan pembuktian dari pihak yang melakukangpegkaran tersebut dan
Notaris yang bersangkutan.

Dalam pembuatan akta pihak, Notaris hanya sekedsmgkonstatir saja
apa yang diinginkan atau dikehendaki oleh penghgdag bersangkutan, dengan
cara mencatat, kemudian menyusunnya agar sesugam@eraturan hukum yang
berlaku, membacakan isi akta berdasarkan keteradgarpara penghadap dan
kemudian penghadap diminta untuk membubuhkan teEmtgmnnya serta menulis
nama terangnya sebagai tanda persetujuannya. Hamnénupakan prosedur
pembuatan akta Notaris untuk golongakta pihak®. Jika kemudian ternyata
terbukti bahwa yang menghadap Notaris tersebutrbokang yang sebenarnya,
tapi orang yang sebenarnya tidak pernah menghadatari®l sehingga
menimbulkan kerugian orang yang sebenarnya. Petsggjawaban pidana
dalam kejadian di atas tidak dapat dibebankan lepddtaris, karena unsur
kesalahannya tidak pada Notaris. Notaris hanyaaksahakan tugas jabatan
sesuai aturan hukum yang berlaku, maka untuk ittafdéo harus dilepas dari

tuntutan tersebut.

Dalam pembuataakta pihak ataupunakta relaas harus sesuai dengan
tata cara yang sudah ditentukan. Aspek hukum deta Aihak berarti Notaris
hanya mencatat, dan membuatkan akta atas kehdra@tekangan atau pernyataan
para pihak yang kemudian ditandatangani oleh p#yakpersebut. Jadi Notaris
dalam hal ini bukan sebagai pihak yang harus bggiamg dalam isi akta tersebut
karena Notaris hanya menuangkan apa yang diterankgpadanya oleh para
pihak. Sedang dalamkta relaas. memuat pernyataan atau keterangan Notaris
sendiri atas apa yang dilihat atau didengarnya atenetap berlandaskan bahwa

pembuatan akta relaas dibuat berdasarkan permidtaapihak.

DR. Habib Adjie, SH. MHum, op.cit. mengutipliana Tedjosaputro, hal. 137 mengenai sisi lain
dari putusan badan peradilan tersebut merupakatoltdrentuk kurangnya kemampuan para
Notaris, baik karena kesalahan atau kelalaian dat@mjalankan tugas jabatan Notaris, meskipun
dalam hal ini kelalaian tersebut apabila dilihati dsudut pandang, masih harus dibuktikan
kebenarannyad,iliana Tedjosaputro, “Tinjauan Malpraktek Di Kalangan Notaris Dan Pejaba
Pembuat Akta Tanah Dari Sudut Hukum Pidandesis, Fakultas Pascasarjana KPK-UI,
Universitas Diponegoro, Semarang, 1990, him.89-90.
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Pemeriksaan terhadap Notaris selaku tersangka tataakwa harus
didasarkan kepada tata cara pembuatan akta Notaitis,:

1. Melakukan pengenalan terhadap penghadap, berdasaatitasnya yang
diperlihatkan kepada Notaris.

2. Menanyakan, kemudian mendengarkan dan mencermatgikan atau
kehendak para pihak tersebut (tanya-jawab).

3. Memeriksa bukti surat yang berkaitan dengan keagiatau kehendak para
pihak tersebut.

4. Memberikan saran dan membuat kerangka akta untukemehi keinginan
atau kehendak para pihak tersebut.

5.  Memenuhi segala tindakan administratif pembuatata ®otaris, seperti
pembacaan, penandatanganan, memberikan salinapeddrerkasan untuk
minuta.

6. Melakukan kewajiban lain yang berkaitan denganksaaaan tugas jabatan

Notaris&

Dalam memeriksa Notaris yang berkaitan dengan w&iey dibuat atau
dibuat oleh Notaris yang bersangkutan, parametehayais kepada prosedur
pembuatan akta Notaris, dalam hal ini UUJN. Jikase prosedur sudah
dilakukan, maka akta yang bersangkutan tetap mahgikereka yang

membuatnya di hadapan Notaris.

Mempidanakan Notaris dengan alasan-alasan pad& dspweal akta,
tidak akan membatalkan akta Notaris yang dijadildnek perkara pidana
tersebut, dengan demikian akta yang bersangkutap teengikat para pih&k
Dalam perkara perdata pelanggaran terhadap aspelalfalinilai sebagai suatu

tindakan melanggar hukum dan hal ini dilakukan @engengajukan gugatan

% DR. Habib Adjie, SH. MhumHukum Notaris Indonesja afsir Tematik Terhadap UU
no.. 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, d®&ahdung: PT. Refika Aditama, 2008) hal. 138

8 Hal ini dapat disejajarkan dengan orang yang mambian mempergunakan surat
palsu untuk melakukan perkawinan. Jika terbukti gyabersangkutan membuat atau
mempergunakan surat palsu untuk dasar perkawinam,ofeh pengadilan dihukum, padahal
perkawinan sudah terjadi, maka penjatuhan pidapadeeyang bersangkutan tidak merubah status
perkawinan mereka, dan mereka tetap suami-istargapg tidak dilakukan pembatalan oleh yang
berkepentingan. Misalnya oleh orang tua salahshak.
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terhadap Notaris yang bersangkutAspek materiildari akta Notaris, segala hal
yang tertuang harus dinilai benar sebagai perngatdau keterangan Notaris
dalam akta relaas. Sedangkan untuk akta partaifatij harus dinilai sebagai

pernyataan atau keterangan para pihak.

2.4.2. Kedudukan Akta Notaris Jika Terjadinya Masalah

Notaris sebagai Pejabat Umum yang mempunyai kevgamanertentu
sebagaimana tersebut dalam Pasal 15 UUJN. Dengenkegan yang ada pada
Notaris, maka akta Notaris mengikat para pihak g@nghadap yang tersebut
didalamnya atau siapa saja yang berkepentingaradesiga tersebut. Jika dalam
pembuatan akat Notaris tersebut :

1. Berwenang untuk membuat akta sesuai dengan kemgena pihak;
2. Secara lahiriah, formal dan materiil telah sesuangén aturan hukum
tentang pembuatan akta Notaris, maka akta Noensshut dinggap safi.

Akta notaris sebagai produk dari Pejabat Umum sgan penilaian
terhadap akta Notaris harus dilakukan dengsais Praduga Sah (Vermoeden van
Rechtmatigheidatau Presumptio lustae Causa.Asas ini dapat dipergunakan
untuk menilai akta Notaris yaitu akta Notaris hadianggap sah sampai ada
pihak yang menyatakan akta tersebut tidak sah.menyatakan atau menilai
akta tersebut tidak sah harus dengan gugatan lgagien umum. Selama dan
sepanjang gugatan berjalan sampai dengan ada keputpengadilan yang
mempunyai kekuatan hukum tetap, maka akta nottap tsah dan mengikat para
pihak atau siapa saja yang berkepentingan dengarneakebut®

Dalam gugatan untuk menyatakan akta Notaris tetsidmk sah, maka
harus dibuktikan ketidakabsahan dari aspek lahirfalmal dan materil akta
Notaris. Jika tidak dapat dibuktikan maka akta ydw®gysangkutan tetap sah

mengikat para pihak atau siapa saja yang berkeywamidengan akta tersebut.

8 DR. Habib Adjie, SH. MhumHukum Notaris Indonesja afsir Tematik Terhadap UU
no.. 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, d®&ahdung: PT. Refika Aditama, 2008) Hal. 140

89 |bid. hal. 140
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Asas ini telah diakui dalam UUJN yang tersebut miaRenjelasan bagian Umum
ditegaskan bahwa Akta Notaris sebagai alat buktulie yang terkuat dan
terpenuh, apa yang dinyatakan dalam akta notarissiditerima, kecuali pihak
yang berkepentingan dapat membuktikan hal sebalilsgcara memuaskan di

hadapan persidangan pengadil&h”.

2.4.3. Lembaga Pengawasan Notaris

Notaris merupakan pejabat umum yang menjalankaagssb kekuasaan
Negara di bidang hukum privat dan mempunyai pergaring dalam membuat
akta otentik yang mempunyai kekuataan pembuktianpsena. Dikarenakan
jabatan notaris merupakan jabatan kepercayaan, rsa@eang notaris harus
mempunyai perilaku yang baik. Perilaku notaris ybatk dapat diperoleh dengan
berlandaskan pada Kode Etik Notaris. Dengan demill@de Etik Notaris
mengatur mengenai hal-hal yang harus ditaati olebrasig Notaris dalam
menjalankan jabatannya dan juga diluar menjalarjebatannya. Kode Etik
merupakan kaidah moral yang wajib ditaati olehagetanggota perkumpulan
untuk menjaga kehormatan dan keluhuran jabatanriSofgenegakan Kode Etik
Notaris ditegakkan oleh Dewan Kehormatan, sememargurus perkumpulan
dan/atau Dewan Kehormatan bekerjasama dan berkesiddengan Majelis

Pengawas untuk melakukan upaya penegakan Kode Etik.

Dengan berlakunya UUJN, maka pembinaan dan pengaw@shadap
notaris yang semula dilakukan oleh Pengadilan Negéempat di wilayah notaris
tersebut kini berada di bawah wewenang Menteri lHuklan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia. Untuk pengawasan tersebut, &ertukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia membentuk Majelis PergawNotaris yang
berjumlah 9 (sembilan) orang yang terdiri dari ungsemerintah 3 orang, unsur

organisasi notaris 3 orang, maupun unsur akedeimiarg).

Pengawasan Notaris tersebut dilakukan oleh Medtmgan membentuk

Majelis Pengawas Notaris yang terdiri dari MajeRengawas Daerah di

% Indonesia Undang-Undang tentang Jabatan Notati#U no. 30 tahun 2004, LN. 117
Tahun 2004, TLN No. 4432, Penjelasan Bagian Umum.
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Kabupaten/kota, Majelis Pengawas Wilayah di Provdan Majelis Pengawas
Pusat di Jakarta. Hal ini sesuai dengan ketentumsalP68 Undang-Undang

Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Pengawasan dan pemeriksaan terhadap notaris ydakukdin oleh
Majelis Pengawas tersebut dimana didalamnya adairunstaris, dengan
demikian notaris diawasi dan diperiksa oleh angddtgelis Pengawas yang
memahami dunia notaris. Adanya anggota Majelis &&ag dari kalangan notaris
merupakan pengawasan internal, artinya dilakukash alesama notaris yang
memahami dunia notaris luar dalam. Sedangkan Uasurya merupakan unsur
eksternal yang mewakili dunia akedemik, pemerintahdan masyarakat.
Perpaduan keanggotaan Majelis Pengawas dihara{zat themberikan sinergi
pengawas dan pemeriksaan yang objektif, sehingggameasan dilakukan ber
dasarkan aturan hukum yang berlaku, dan para aalatam menjalankan tugas
jabatannya tidak menyimpang dari UUJN karena diawasara internal dan

eksternal.

Majelis Pengawas Notaris tidak hanya melakukan geagan dan
pemeriksaan terhadap notaris, tapi juga berwenarigkumenjatuhkan sanksi
tertentu terhadap notaris yang telah terbukti meédak pelanggaran dalam

menjalankan tugas jabatan notaris.

2.4.4. Majelis Pengawas Daerah

Pengawasan notaris terhadap akta yang dibuat tdalddénadapan seorang
Notaris dan protokol lain yang dibuat dan/atau dardalam penyimpanannya,
diatur dalam bab VIII pasal 66 UUJN yang selengkapierbunyi sebagai
berikut:

1. Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, paruomum,
atau hakim dengan persetujuan MPD berwenang :

a. Mengambil fotokopi minuta akta dan surat-surat yang
dilekatkan pada minuta akta atau protocol notaatard
penyimpanan notaris.

b. Memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaangyan
berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protukdtdris
yang berada dalam penyimpanan notaris.
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2. Pengambilan fotokopi minuta akta atau surat-suediagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuat berita apargerahar’*

Dari ketentuan Pasal 66 UUJN, dapat ditarik kesiarpbahwa :

1. Penyidik, penuntut umum maupun hakim hanya dipemkkan untuk

a. Mengambil fotokopi minta akta dan/atau surat syeatg dilekatkan
pada minuta akta atau protokol notaris dalam pepgman notaris,
maupun

b. Memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaangyaerkaitan
dengan akta yang dibuat atau protocol notaris Vlaegda dalam
penyimpanannya, dapat dilakukan sepanjang untu&kemman proses
peradilan dan telah memperoleh persetujuan Maj@lengawas
Daerabh.

2. Penyidik, penuntut umum maupun hakirdak dibenarkan mengambil
minuta akta dan/atau surat surat asli yang dilekafiada minuta akta atau
protokol notaris dalam penyimpanan notaris.

3. Pemanggilan notaris oleh penyidik, penuntut umunupua hakim untuk
hadir dalam pemeriksaan suatu perkara baik pergatapna maupun tatra
usaha/administrasi Negara yang tidak berkaitan alerakta yang dibuat
atau protokolnotaris dalam penyimpanan notatidak memerlukan
persetujuan dari Majelis Pengawas Daerah.

4. Dalam pengertian notaris yang tercantum dalam p#&&al termasuk
didalamnya pejabat sementara notaris, notaris @eniggdan notaris
pengganti khusus baik yang masih menjalankan tjgdsgtannya maupun
yang sudah berhenti.

5. Atas pengambilan fotokopi minuta akta dan/atau tssuaat diatas, harus
dibuat berita acara penyerahan, hanya saja undadgng ini maupun
penjelasannya tidak memberikan penjelasan tentamgpas yang

berkewajiban membuat dan menanda tangani berita sa@ebut?

° Indonesia Undang-Undang tentang Jabatan Notafi#U no. 30 tahun 2004, LN. 117
Tahun 2004, TLN No. 4432, pasal. 66.

92 Miftachul Machsun, Majelis Pengawas Suatu Intrumen Untuk Mempertahanka
Kehormatan & Martabat Notarisdisampaikan dalam acara Pembekalan & Penyegakamd
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Mengingat pasal 66 UUJN tidak menjelaskan statassapa Notaris dapat
dipanggil oleh penyidik, penuntut umum atau hakmmgka Majelis Pengawas
Pusat dalam suratnya tertanggal 12 Agustus 2005non€-MPPN.03.10-15,
menegaskan bahwa :

A. Dalam hal pemanggilamotaris sebagai tersangka maka sebelum
persetujuan pemeriksaan diberikdtgjelis Pengawas Daerah Notaris
terlebih dahulu mendengar keterangan dari notaris yang
bersangkutan, dewan kehormatan profesi dan penwtdilh penuntut
umum.

B. Dalam hal pemanggilannotaris sebagai saksi maka sebelum
persetujuan pengambilan dan atau pemeriksaan khinerMajelis
Pengawas Daerah Notaris terlebih dahulu mendengardterangan
dari notaris yang bersangkutan.

C. Dalam hal pemanggilanotaris sebagai tergugat atau turut tergugat
dalam perkara perdataMajelis Pengawas tidak memberikan
pendapat Hal ini dikarenakan Majelis Pengawas telah mdayia
bahwa gugat menggugat berkaitan dengan hak dan jikawa
keperdataan setiap orang sehingga tidak pada teygpdiviajelis

Pengawas mencampurinya.

Berkaitan dengan uraian di atas, dapat dimengaintivh :

a. Baik dalam status sebagai saksi maupun tersankédsegan dengan
akta yang dibuat oleh atau dihadapannya maupunadepgotokol
notaris dalam penyimpanan nya, pemanggilan notaesnerlukan
persetujuan terlebilahulu dari Majelis Pengawas Daerah.

b. Tujuan pemanggilan notaris adalah untuk menemukéita fhukum

yang mempunyai pengaruh penting dalam proses pemddi

rangka Rapat Pleno Pengurus Pusat Yang Diperlkatan Notaris Indonesia, tanggal 30 Juli
2009, Jakarta.

% Majelis Pengawas Pusat dalam suratnya tertanggahdustus 2005 nomor : C-
MPPN.03.10-15

% Miftachul Machsun,Majelis Pengawas Suatu Intrumen Untuk Mempertahanka
Kehormatan & Martabat Notarisdisampaikan dalam acara Pembekalan & Penyegakamd
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Persetujuan terlebih dahulu oleh Majelis Pengawaserdh atas

pemanggilan Notaris sebagai tersangka tetap digerlkarena mengingat bahwa:

1.

Keberadaan dan pelaksanaan tugas jabatan Notaiahadalam rangka
pembuatan alat bukti yang berupa akta otentik @¢dsuatan, perjanjian dan
ketetapan dalam lapangan hukum perdata yang dkamarusleh peraturan

perundang-undang atau yang dikehendaki oleh phekpi

Dalam pelaksanaan tugas jabatannya untuk membuat cd&ntik, pada

pokoknya Notaris hanya mengkonstateer atau meeel&enyataan yang
terjadi dihadapannya atau kehendak pihak pihak yenkepentingan untuk
dinyatakan dalam akta yang dibuat oleh atau diheaays.

Apabila Majelis Pemeriksa Notaris menemukan dugakemya unsur pidana
yang dilakukan Notaris, maka Majelis Pemeriksa bvajielaporkan adanya

dugaan tersebut kepada instansi yang berwenang.

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri nomor : M0G83.03.10 tahun

2007 tentang Pengambilan Minuta Akta dan pemangdetaris, secara khusus

tata caranya diatur dalant>:

pasal 8

1. Penyidik, penuntut umum atau hakim untuk kepentingeoses
peradilan dapat mengambil minuta akta dan/atau surat yang
dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notarialarmh
penyimpanan Notaris, dengan meminta kepada Notgaisg
bersangkutan untuk membawa minuta akta dan/atsat surat
uang dilekatkan pada minuta akta atau protokol hotdalam
penyimpanan Notaris dengan mengajukan permohondulige
kepada Majelis Pengawas Daerah.

2. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 temnlyasa
disampaikan kepada Notaris.

3. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 medasan
pengambilan minuta akta dan/atau surat surat ydeigatkan pada
minuta akta dan protokol Notaris dalam penyimpaxataris.

Pasal 9
Majelis Pengawas Daeralmemberikan persetujuan untuk
pengambilan Minuta Akta dan/atau surat-surat yarekatkan

rangka Rapat Pleno Pengurus Pusat Yang Diperlkatan Notaris Indonesia, tanggal 30 Juli
2009, Jakarta.

% Pperaturan Menteri, Peraturan Menteri tentaRgngambilan Minuta Akta dan

Pemanggilan NotarisPermen nomor : M.03.HT03.03.10 tahun 2007.
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pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam pemaman
Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayapébjla :

. Ada dugaan tindak pidana berkaitan dengan Minutsa Akau
Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris ;

. Belum gugur hak menuntut berdasarkan ketentuaarigrdaluarsa
dalam peraturan perundang-undangan di bidang @igan

. Ada penyangkalan keabsahan tanda tangan dari ieata;p

. Ada dugaan pengurangan atau penambahan dari Miktdg atau

. Ada dugaan Notaris melakukan pengunduran tanggdh ak
(antidatum).

Pasal 10
Persetujuan Majelis Pegawas Daerah sebagaiman&siichdalam
Pasal 9 diberikan setelah mendengar keteranganridlogang
bersangkutan.

Pasal 11
Majelis Pengawas daerdidak memberikan persetujuan untuk
pengambilan Minuta Akta dan/atau surat-surat yaiekatkan
pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam pemaman
Notaris sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayapébila tidak
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam%asal

Pasal 12

. Majelis Pengawas Daerah wajib memberikan perseiujatau
tidak memberikan persetujuan secara tertulis akangka waktu
paling lama 14 (empatbelas) hari terhitung seja&rigdnanya surat
permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pgdt (1)
terlampui, maka Majelis Pengawas Daerah dianggayyetejui.

Pasal 13

. Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim setelah mendapat
persetujuan dari Majelis Pengawas Daerah, memiotarl$ untuk
membawa Minuta Akta yang dibuatnya dan/atau MinAida
Notaris lain yang berada dalam penyimpanan protgkoluntuk
diperiksa di Pusat Laboratorium Forensik mengereabkahan
tandatangan dan/atau cap jempol yang tertera padatdAkta
pada hari yang ditentukan.

. Dalam hal pemeriksaan Minuta Akta yang dibuatnya/atau
Minuta Akta Notaris lain yang berada dalam penyingra
protokolnya tidak dapat diselesaikan pada hari ydigntukan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Notarrmbaga
kembali Minuta Akta yang dibuatnya dan/atau Minudkta
Notaris lain yang berada dalam penyimpanan protykoluntuk
diperiksa ulang pada hari yang ditentukan.

. Dalam hal pemeriksaan Minuta Akta yang dibuatnya/atau
Minuta Akta Notaris lain yang berada dalam penyingra
protokolnya telah selesai dilaksanakan, maka MirAkta yang
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dibuatnya dan/atau Minuta Akta Notaris lain yangada dalam
penyimpanan protokolnya diserahkan kembali kepaatarié.

Penyitaan surat atau tulisan lain dari mereka \zargewajiban menurut
undang-undang untuk merahasiakanngapanjang tidak menyangkut rahasia
negara, hanya dapat dilakukan atas persetujuarkenatau atas izin khusus ketua
pengadilan negeri setempat kecuali undang-undamgmbekan lain.

Jika dilakukan analisa bahwa ketentuan pengamMianta sebagaimana
dimaksudkan dalam Peraturan Menteri Nomor : M.0303T0 Tahun 2007
bukan dimaksudkan untuk diambil alih seterusnyaoleh Penyidik, Penuntut
Umum maupun Hakim, melainkarsekedar dipinjam untuk keperluan
pemeriksaan pada Laboratorium Forensik dan syaratsyarat yang diperlukan
dalam pengambilan Minuta Akta sedemikian beratgymmuat dalam Pasal 43
K.UHAP.%

Sekalipun demikian, bukan berarti Majelis Pengavi2aerah dapat
seenaknya memberikan persetujuan dalam pengamiiflanuta Akta ini,
mengingat dokumen yang berupa Minuta Akta Notarsrupakan dokumen
negara yang harus dirawat dan dilindungi, khususieyai kepentingan dari pihak
(-pihak) yang berkepentingan termasuk di dalamrega @hli waris dan orang-
orang yang menerima hak dari mer€ka

UUJN telah melahirkan suatu lembaga independentu yaiajelis
Pengawas Notaris yang secara berjenjang memilikivekangan dalam
memeriksa, mengadili dan memutuskan pelanggardradep Kode Etik yang
mengatur perilaku notaris dan UUJN yang mengatobatda Notaris. Kehadiran
Majelis Pengawas untuk menghindari adanya cammgratadari pihak manapun
dalam menentukan kesalahan notaris. Masalah yamapapi adalah masih

simpang siurnya hukum acara yang dipergunakan ratsmih adanya perbedaan-

Miftachul MachsunMajelis Pengawas Suatu Intrumen Untuk Mempertahanka
Kehormatan & Martabat Notarisdisampaikan dalam acara Pembekalan & Penyegafamd
rangka Rapat Pleno Pengurus Pusat Yang Diperlkesn Notaris Indonesia, tanggal 30 Juli
2009, Jakarta.

" pasal 1318 K.U.H.Perdata jo. Pasal 54 Undang-unblamor 30 Tahun 2004.
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perbedaan yang dapat menimbulkan disparitas yangbenea ketidakpastian
hukum bagi notaris sebagai terperiksa/terlaporgdermukum materiil dan hukum

acara yang dapat menjadi acuan bagi peradilangaattaris’®

Adanya perbedaan dalam pemberlakuan hukum acamdipargunakan
terutama pada saat proses alat bukti mengakibatllak jelasnya kedudukan
notaris sehingga setiap saat dapat dipanggil pagayi&eperti yang diketahui,
untuk keperluan pembuktian itu, undang-undang memybeberapa macam alat
bukti sebagai berikuttulisan/surat, saksipersangkaan, pengakuan dan sumpah
Urut-urutan dalam penyebutan alat bukti yang diatdalam pasal 1866
KUHPerdata(Burgerlijk Wetboek yang menyatakan bahwa urutan bukti yaitu
bukti surat, bukti saksi, sangka, pengakuan darpabimSedangkan dalam Hukum
Acara Pidana ternyata berbeda dengan ketentuan ry@mgatur tentang urut-

urutan penyebutan alat bukti yang menempatkan siaksm urutan pertama.

2.4.5Sanksi Atas Pelanggaran Yang Dilakukan

Notaris sebagai pejabat umum yang oleh undang gndideri kewenangan
untuk membuat akta otentik kepada masyarakat agadapatkan kepastian dan
perlindungan hukum. Didalam Peraturan lama, peglaran yang dilakukan
notaris dikenakan sanksi pidana khusus dalannhpidana denda. Tapi dengan
tidak adanya aturan mengenai sanksi, yang banygkditeadalah setiap saat
Notaris dipanggil oleh pihak penyidik sebagai teoiadan pemberlakuan sanksi
yang dikenakan adalah pidana umum atas dugaangoelean yang terjadi.
Perbedaan acuan penetapan hukum acara yang diguaataaa pihak penyidik
dan pihak Notaris dalam hal ini diwakili oleh MagelPengawas menjadikan

notaris sebagai pihak yang sangat rentan dalanmgengan hukum.

Jika sanksi diatur dalam UUJN, tentunya hal ini iHelmenjamin
perlindungan hukum bagi notaris itu sendiri kargedak diberi kesempatan untuk

% pieter Latumeten, SH. MH. “Perlindungan Jaminakuin Bagi Profesi Notaris”,
(Makalah disampaikan pada Rapat Pleno Pengurus Pasg Diperluas, Pembekalan Dan
Penyegaran Pengetahuan lkatan Notaris Indonestal Blorobudur Jakarta, 30 Juli 2009), hal.
12.
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pihak luar campur tangan dalam hal pemberian tiadadntuk menghindari
adanya campur tangan dari pihak luar untuk menatapkukuman atas

pelanggaran yang terjadi.

Notaris adalah pejabat umum yang ditunjuk negexak membuat akta
otentik yang merupakan suatu alat bukti yang sengur Tapi dalam
kenyataannya, alat bukti yang sempurna itu fakitapdngan ternyata tidak
sesempurna seperti yang dinyatakan dalam pasal K8HPerdata karena selalu
dipertanyakan jika para pihak bersengketa. Hal berarti UUJN belum
memberikan perlindungan hukum yang tegas dan kelpada notaris.

Oleh karena itu, merupakan hal yang sangat pemiaingva UUJN sebagai
landasan dan peraturan pelaksana bagi notaris dakmbuat akta otentik dapat
memberikan dasar hukum yang kuat atas akta dibagtria sehingga dapat

melindungi notaris dalam menjalankan tugas dangaioga.

2.5. Tinjauan Yuridis Bentuk dan Sifat akta (Pasal38) UUJN Dikaitkan
Pasal 1868 KUHPerdata.

Alat bukti yang menentukan dengan jelas hak darakban seorang yang
paling sempurna dalam pembuktiannya adalah AktatBte Fungsi akta otentik
cukup penting dan strategis bagi keabsahan suathugtan hukum yang
dituangkan dalam akta otentik tersebut dalam kalguatu perbuatan hukum oleh
undang undang diharuskan dituangkan dalam bentizkakntik yang berfungsi
sebagai Formalitas Causa. Artinya suatu perbuat&nm baru sah jika dibuat
dengan akta otentik dan tidak dapat dibuktikan derfgukti lainny&?, maka akta

otentik merupakan syarat mutlak keabsahan perbinatieum tersebut.

Akta otentik ditegaskan sebagai alat bukti terkuwddn terpenuh
mempunyai peranan penting dalam setiap hubungannhukalam kehidupan
masyarakat. Sedangkan Notaris adalah pejabat uyamg berwenang untuk

“Pieter E. Latumeten SH. MH, "Reposisi Hukum Aktkt#\ Notaris Yang Dimaksud
Dalam UUPT yang Telah Daluwarsa Dan Atau TerkenakSlaKebatalan”,Majalah Renvoi
nomor : 9.69.VI (edisi February 2009), hal. 74
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membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otésti€ntu tidak dikhususkan

bagi pejabat umum lainnya.

Satu-satunya pilar yang mengatEJABAT UMUM dan AKTA
OTENTIK dirumuskan dalam pasal 1868 KUHPerdata yang bgrbun

Akta otentik adalah suatu akta yang didalam bentuk yang ditantu
oleh undang-undang, dibuateh ataudihadapan pegawai-pegawai

umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana aktaatiya'®°

Secara implisit, pasal ini menghendaki adanya suatiang-undang yang
mengatur pejabat umum dan bentuk akta otentik akfar yang dibuat oleh atau
dihadapan PEJABAT UMUM dan sesuai dengan BENTUKgydratur dalam
undang-undang memiliki kekuatan otentik. Dengdnriteya UUJN, terjawablah
kebutuhan akan perlunya undang undang yang mengtugenai pejabat umum
dan akta otentik yang disyaratkan dalam pasal ¥388IPerdata, yaitu pasal-

pasal antara lain:

2.5.1. Pasal 1 ayat (1) dan ayat (7) UUJN
1. Notaris sebagai Pejabat Umum diatur dalam pasayat @) yang
menyebutkan bahwa :
Notaris adalalpejabat umum yang berwenang untuk membuat
akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimanakdinal

dalam undang-undang itft*

Adapun kaitannya dengan pasal 1868 KUHPerdata &gbasal ini
menegaskan kembali dan mengakui kedudukan no&begai pejabat
umum yang membuat akta otentik.

2. Akta Notaris adalah akta otentik diatur dalam pdsalyat (7) UUJN

bahwa

19 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetk) diterjemahkan oleh
R.Subekti dan R.Tjitrosudibio, Edisi Revisi, Cetallie 27, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1987).

191 |ndonesiaUndang-Undang tentang Jabatan Notati#) no. 30 tahun 2004, LN. 117
Tahun 2004, TLN No. 4432, Pasal 1 ayat (1).

Universitas Indonesia

Tinjauan yuridis..., Ritaa Alfiana, FH Ul, 2011.



65

Akta Notaris adalahakta otentik yang dibuatoleh atau
dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang

ditetapkan oleh undang-undangiffi.

Adapun kaitannya dengan pasal 1868 KUHPerdata &gbasal ini
menegaskan mengenai akta yang dibuat oleh Notaiig gkta yang
dibuat oleh atau dihadapan Notaris. Hal ini sejalangan ketentuan
pasal 1868 KUHPerdata yang menyatakan bahwa aktdilotadalah

akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris.

2.5.2. Pasal 15 ayat (1) UUJN
Kewenangan Notaris membuat akta otentik diatlardgasal 15 ayat (1)
UUJN, bahwa :

Notaris berwenang membuakta otentik mengenaisemua
perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh
peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikakiemieh
yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam | akfentiy,
menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyingkda,
memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, seyauatu
sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga dskega atau
dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lamgyditetapkan
oleh undang-undanty®

Pasal ini menegaskan mengenai kewenangan Notamsbuoa akta
mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetaptal. ini sejalan
dengan ketentuan pasal 1868 KUHPerdata yang mdwayateehwa akta
notaris harus dibuat didepan seorang pegawai umang Yerkuasa
ditempat dimana akta itu dibuat yang berarti pegawaum tersebut
harus mempunyai kewenangan terlebih dahulu untuknboat akta

otentik.

Jika ditinjau atas pasal pasal yang mengatur memnddotaris,
Pejabat Umum, Akta yang dibuat oleh atau dihadagsam wewenang,
maka dalam pasal 15 ayat 1 UUJN, pasal ini mengagwenang

192|hid, pasal 1 ayat (7),

193 |bid, pasal 15 ayat (1),
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Notaris untuk membuat akta otentik mengeperbuatan, perjanjian

dan ketetapan. Dalam pasal ini secara tersiral pasaengatur bentuk
akta seperti yang disyaratkan oleh pasal 1868 KUitRa. Pasal 1868
KUHPerdata yang merupakan sumber untuk otensitasopdu akta
Notaris mensyaratkan bahwa akta tersebut harusadibleh atau
dihadapan seorang pejabat umum dan dibuat dalam bentuk yang
ditentukan oleh undang dan pejabat tersebut hargnpunyai

wewenanguntuk membuat akta tersebut.

Berdasarkan ketentuan diatas, menurut pasal 15 lay#t/JN,
dapat dikatakan bahwa UUJN menyerahkan kepada akaduaisi

untuk memberikan penafsiran atas pasal tersebut khsusnya dalam

pengertian mengenai perbuatan dan perjanjian.

Hal ini dikarenakan tidak adanya penjelasan setsgas dalam
“PenjelasatJUJN; Pasal per Pasal®*yang hanya menyatakan pasal 15

ayat 1 dalam Penjelasannya dinyatakan seli@ggup Jelas”.

2.5.3. Pasal 38 UUJN Bentuk Dan Sifat Akta Ayat (1) — (5)

Secara garis besar Pasal 38 UUJN ini, terdapategadn yang
mendasar jika dibandingkan dengan Peraturan Jalbadtaris. Perbedaan
antara Pasal 38 UUJN dengan Peraturan Jabatan isNdtaususnya
mengenakerangka akta yaitu :

1. Pasal 38 UUJN menyatakan:
A. Ayat (2) UUINKepala akta : memuat judul akt&>, nomor akta,
. 106

jam—>, hari, tanggal, bulan dan tahun; dan nama lengikap

tempat kedudukan Notaris.

% Ibid, hal. 54

195 b dalam PJN tidak diatur mengenai akta Notarisihanencantumkan judul. Jika di
dalam akta tercantum judulnya, maka termasuk d&lepala atau awal akt&.H.S.Lumban
Tobing, op.cit.,him215. Dalam praktik Notaris judul sudah merupakeharusan, karena judul
mencerminkan isi akta.

19 Arti dari jam adalah alat pengukur waktu (seperti arloji, lompdinding) atau waktu
yang lamanya (dari sehari-semalaigmus Besar Bahasa Indonesig,cit., him397. Dengan
demikian bahwa jam dapat berarti suatu alat untekgukur waktu dan juga berarti lamina waktu
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B. Ayat (3) UUJN Badan aktaberisikan :
- ldentitas para penghadap dan atau orang yang memsii
- Keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap
- Isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan pilak
yang berkepentingan.
- Identitas tiap saksi saksi pengenal.
C. Akhir Akta atau penutup akta memuat :
- Uraian tentang pembacaan akta sebagaimana dimaledach
pasal 16 ayat (1) huruf | atau pasal 16 ayat (7).
- Uraian tentang penandatangan dan tempat penandatangtau
penerjemahan akta apabila ada
- Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjgamatan,
kedudukan dan tempat tinggal dari tiap tiap sales akta
- Uraian tentang tidak adanya perubahan yang dapatp®e
penambahan, pencoretan atau penggantian.
2. Sedangkan di Peraturan Jabatan Notaris, kerangka sdbagai
berikut:

A. Kepala akta : memuat keterangan-keterangan dari Notaris
mengenai dirinya dan orang-orang yang datang melagha
kepadanya atau atas permintaan siapa akta initdibua

B. Badan akta : memuat isi akta yang sesuai dengan keinginan atau
permintaan para pihak atau para penghadap

C. Penutup akta : yang memuat keterangan dari Notaris mengenai
waktu dan tempat akta dibuat; selanjutnya ketemamgangenai
saksi-saksi, dihadapan siapa akta dibuat dan ajkhitantang

pembacaan dan penandatangan dari akta itu..

Pengaturan kerangka akta dalam UUJN yang memadud@parisi
kedalam badan akta dapat menimbulkan kerancuamdaenentukan isi

akta, sehingga muncul penafsiran bahwa identitaa pénak dalam akta

tertentu (uration).Jika ingin menunjukkan waktu atau saabfentmenghadap Notaris lebih
tepat dicantumkaRukulyang berarti saat yang menyatakamus Besar Bahasa Indonesia,
ibid., him 796.
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merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengakiai Pencantuman dari
materi atau isi akta. Dalam hal ini Pasal 38 ay&t dan (3) telah

mencampur adukan antatamparisidanlsi akta®’.

Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa dasar ymarb akta
otentik adalah pasal 1868 KUHPerdata. Merujuk peedkal itu, terdapat 2
golongan bentuk akta Notaris yaitu:

1. Akta yang dibuat olehdor) Notaris atau yang dinamakan akta relaas
atau akta pejabaanbtelijk akteh
2. Akta yang dibuat dihadapante(t overstaan notaris atau yang

dinamakan akta partipértij akter). *°®

Dari kedua golongan akta notaris tersebut diaEasiapat perbedaan
dari sifatnya antara kedua golongan akta itu yaitu
A. Akta PartaiAkta Partij
Keharusan tanda tangan pada akta partai/akta, p&gitidak ditanda
tangani maka akta yang dibuat tidak otentik
B. Akta Pejabatkta Relaas
Tanda tangan tidak merupakan keharusan bagi sitastdari akta itu
sepanjang Notaris menerangkan didalam akta bahveayaag hadir
telah meninggalkan rapat sebelum menanda tangaai ik dan

dalam hal ini akta yang dibuat tetap merupakan aieatik *°°

Kedua golongan akta yang dimaksud dalam pasal k&@8Perdata
yaitu akta yang dibuat oleh (akta pejabat) ataa gkihg dibuat dihadapan
(akta partai) jika dilihat dari sisi bentuk kedualgngan akta tersebut

197 balam PJN kerangka akta terdiri dari :

1. judul dari akta;

2. keterangan-keterangan dari notaris mengenai paighp€elap atau atas permintaan siapa
dibuat berita acara atau lazim dinamakamparisi.

3. Keterangan pendahuluan dari para penghadap (jikpaddu lazim dinamakdremisse.

4. isi akta itu sendiri, berupa syarat-syarat danrketm-ketentuan dari perjanjian yang
disetujui oleh pihak-pihak yang bersangkutan;

5. penutup dari akta, yang biasanya didahului olekgiaan-perkataaMaka akta inidan
terusnya ataé\kta ini dibuatdan seterusnyaG(H.S.Lumban Tobing, ibid,. him 214).

198 GHS Lumban Tobing SH, Peraturan Jabatan Notets3, (Penerbit Erlangga:Jakarta,
1992), hal. 51-52.

199 |pid
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mempunyai perbedaan yang sangat mendasar. Perbkedaa golongan
akta dapat dilihat dari bentuk aktanya itu sendeperti contohnya :

Bentuk Akta Pejabat/Akta Relaas (yang dibuat oledr

- Pada jam....., hari..... tanggal......

- Saya, Rita Alfiana, Sarjana Hukum, Magister Kamniatan

- Atas permintaan Direksi PT. X

- Untuk selanjut PT. X

- Berada di Jakarta, Jalan

- Agar membuat berita acara mengenai segala segaiagudibicarakan
dan diputuskan dalam rapat...

Bentuk Akta Partai/Akta Partij (yang dibuat dihadap an) :
- Pada jam....., hari..... tanggal......

- Berhadapan dengan saya, Rita, Sarjana Hukum
- Dengan dihadiri saksi-saksi yang nama-namanyan akaebutkan
pada akhir akta ini

Dari contoh diatas, maka terlihat jelas perbedaantux dari 2
(dua) golongan akta tersebut. Tetapi yang terg@tiarang ini adalah
Pasal 38 UUJN telah menyamaratakan bentuk aktaggdnitanggung
jawab terhadap akta dapat menjadi tanggung jawadnsénya di Notaris.
Padahal, berdasarkan pasal 1868 KUHPerdata terdapgsgntuk akta
otentik dimana didalam 2 bentuk akta yang diatulardapasal 1868

KUHPerdata mempunyai 2 aspek hukum yaitu :

a. Aspek terhadap akta yang dibu&@leh” Notaris menjadi tanggung
jawab sepenuhnya si (Notaris).
b. Sedangkan aspek terhadap akta yang ditiDétadapan” Notaris

menjadi tanggung jawab sepenuh di para pihak.

Hal diatas penting dalam kaitannya dengan pembegyambuktian
sebaliknya terhadap isi akta itu. Terhadap kelzenési dari akta pejabat
tidak dapat digugat kecuali dengan menuduh bahwa &k palsu.
Sedangkan pada akta partij dapat digugat isinygpatamenuduh akan

kepalsuannya dengan jalan menyatakan bahwa kgteratari para pihak
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yang bersangkutan diuraikan dengan sesungguhnyendakta itu, akan
tetapi keterangan itu adalah tidak benar. Artitgrthadap keterangan yang

diberikan itu diperkenankan pembuktian sebalikHya.

Selain itu, berdasarkan wawancara langsung dengi@nNotaris atas
Pasal 38 UUJN, ternyata masing-masing mempunyafpean tersendiri
yang antara lain :

1. Pasal 38 UUJN hanya mengatur akta partai yaitu gktay di buat
"Dihadapan” Notaris tetapi akta yang dibu&@leh” tidak diatur disini.

2. "Bentuk” akta pada pasal 38 UUJN merupakan benktl &ormal”
yang secara harfiah merupakan suatu kerangka bakg glitentukan
UUJN atas suatu akta Notaris atau dengan katayéin suatu panduan
minimum dalam menilai suatu tulisan itu sudah betlble akta Notaris
atau bukan. Tetapi dalam hal sifat akta UUJN tidaéngatur sama
sekali.

3. Isi akta merupakan kehendak dari pihak yang berkepgmn saja
sebagai dasar utama dalam pembuatan akta Noté#iskia partai dan
akta relaas.

Dengan adanya beberapa penafsiran dalam pasal &8 3ayc)
tentunya dapat menimbulkan problematik hukum dearmibara menjadi
kasus kasus dimuka pengadilan bagi Notaris yang buatmakta tersebut
terutama dalam hal akta tersebut dijadikan alatibuk

Pihak berwenang dapat saja menuduh Notaris telalakolen
kesalahan terhadap akta yang dibuatnya. Hal imlahddampak dari
kurangnya penjelasan dan lengkapnya substansassil pasal dalam UUJN
sehingga pemahaman bagi masyarakat, pihak berajidimn, dan lain lain
sangat minim mengenai fungsi, keberadaan dan tagggawab seorang
Notaris atas akta yang dibuatnya. UUJN dibuat budaga untuk pegangan
para Notaris dalam melaksanakan jabatannya tetaplJNU juga
dipergunakan bagi pihak berwenang sebagai pegdagdasan bagi
mereka dalam melakukan tugas mereka jika terjadnasalahan hukum

110 GHS Lumban Tobing SH, Peraturan Jabatan Notais3,Penerbit Erlangga:Jakarta,
1992), hal. 53
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atas akta yang dibuat oleh seorang Notaris dalahakelean tugas dan

jabatannya.

UUJN merupakan peraturan pelaksana atau pegangsar dagi
Notaris dalam menjalankan jabatannya. Praktik N®tgang dilakukan
sampai sekarang masih merujuk kepada penjelasanaga di dalam buku
“Peraturan Jabatan Notaris”. Oleh karena itu, UydNg diharapkan untuk
menjadi Hukum Nasional dalam pengaturan jabatanafdotdirasakan
penulis bahwa UUJN masih belum memberikan penjelgaag sempurna
dan tegas khususnya terhadap bentuk akta yangtdilaeataudihadapan

Notaris.

Secara keseluruhan secara yuridis, ketentuan ketemtari Peraturan
lama yang praktiknya masih digunakan oleh notsaisipai sekarang ini,
sepanjang tidak bertentangan dengan UUJN masih dggegunakan tetapi
tidak mempunyai landasan yuridis. Artinya sebagiaktik yang dilakukan
notaris sekarang ini sebagai dasar hukum dari pafe@an jabatan notaris
masih berdasarkan suatu kebiasaan kebiasaan. tiBedddN dapat
berpotensi menimbulkan ketidak pastian hukum lkamgengaturan dalam
UUJN belum tersinkronisasi secara benar denganngang-undangan
lainnya yang terkait. Tujuan utama diundangkanby®N adalah untuk
menjamin kepastian, ketertiban dan perlindunganuiulang berintikan

kebenaran dan keadilan seperti yang diamanatkamdatmbukaan UUJN.
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BAB 3
PENUTUP

3.1. Simpulan

Berdasarkan permasalahan yang telah diajukan ddatm 1 serta
penjelasan yang diuraikan dalam Bab 2, maka dapathd simpulan sebagai
berikut :

1. Pasal 38 UUJN mengenai Bentuk dan Sifat akta téartidgak mengatur
mengenai 2 (dua) bentuk akta otentik yaitu Aktagyabuat "Oleh”
Notaris (Akta Relaas) dan Akta yang dibuat "Dihaai@pNotaris (Akta
Partai) sehingga Penulis berkesimpulan bahwa pa8alJUJN ini
TIDAK MEMENUHI apa yang telah ditentukan oleh pasal 1868
KUHPerdata.

Selain itu, kurang nya penjelasan dalam pasal 38INUWapat
menimbulkan multi tafsir yang berpotensi menjadiepuk atas akta

yang dibuat Notaris.

2. Pasal 38 UUJN telah menyamaratakan Bentuk Aktangghi jika
terjadi dugaan pelanggaran, maka masalah hukundapat menjadi
tanggung jawab Notaris sepenuhnya yang berartidhamgmpunyai 1
aspek hukum. Padahal 2 (dua) bentuk akta yangrddsiam pasal
1868 KUHPerdata mempunyai 2 aspek hukum yang barbedleh
karena itu, penulis simpulkan bahwa pasal 38 UUJNidak

memberikan jaminan kepastian_hukum bagi masyarakat/pihak yang

membuat akta.

3. Kehadiran Majelis Pengawas bertujuan untuk menghinddanya
campur tangan dari pihak manapun dalam menentulesaldhan
Notaris. Masalah yang dihadapi perbedaan pemhenakukum acara

yang dipergunakan yang dapat menimbulkan dispaydag membawa
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ketidakpastian hukum bagi Notaris sebagai terpefigdapor. Dengan
demikian, penulis simpulkan bahwa UUJiNak memberikan secara

maksimal perlindungan hukum bagi Notaris dalam menjalankeyas

dan jabatannya.

3.2. Saran

1.

Selain perlunya revisi UUJN, diperlukan juga penigkaulang terhadap
seluruh substansi UUJN karena revisi hanya menguimdian bagian
tertentu saja, padahal UUJN perlu dilihat kembaBgd demi pasal, maksud
dan tujuannya serta kaitannya sehingga perlu diaksinkronisasi dengan
ketentuan perundangan lainnya sehingga kembali bkalraya. Jika
pengaturan dan penjelasan dalam UUJN tidak tegaka madapat
menimbulkan multi tafsir. Ketidak jelasan itu dapagnimbulkan pendapat

yang berbeda beda seperti hakim, kepolisian, gghumum dan lain lain.

Majelis Pengawas Daerah selaku ujung tombak dalaembmarikan

perlindungan kepada Notaris, diharapkan juga leeitsikap proaktif dalam
melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap da@idNagar dapat
meningkatkan profesionalisme serta menjaga harkat martabat dalam
menjalankan tugas dan jabatannya . Selain itughdgpengawas juga dapat
lebih proaktif mengadakan sosialisasi terhadapkabp&um atas 2 bentuk
akta otentik kepada para penegak hukum agar memnshaahami sejauh

mana tanggung jawab Notaris atas akta yang dibaatny

Sebaiknya, peraturan dasar yang dipakai dalam Ubdiypatokan pada
Peraturan Jabatan Notaris dan cukup melakukan igarideevisi pasal pasal
dalam Peraturan Jabatan Notaris yang sudah tidalaiseengan kondisi saat
ini, tanpa harus merombak hampir keseluruhan sikégentuan yang ada di
dalam nya. Sudah tidak perlu disangkal lagi balRematuran Jabatan
Notaris membuktikan bahwa selama 144 tahun telahbedgkan kepastian,
ketertiban dan perlindungan hukum bagi Notaris rdataelaksanakan tugas

dan jabatannya.
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Akhir kata, Penulis berpendapat bahwa keberadaaiNLBangat diperlukan
dalam rangka unifikasi hukum agar menjamin kepasti&etertiban dan
perlindungan hukum yang berintikan kebenaran daadikeen. Bukan saja
menjamin ketertiban dan kepastian hukum untuk nraggh pengguna jasa
Notaris namun UUJN ini diharapkan juga dapat merk@erperlindungan hukum
bagi Notaris atas akta yang dibuatnya.

Universitas Indonesia

Tinjauan yuridis..., Ritaa Alfiana, FH Ul, 2011.



75

DAFTAR REFERENSI

A. BUKU:

Adjie, Habib. Hukum Notaris IndonesiaTafsir Tematik Terhadap UU no. 30
Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Bandung: Peri&éfb Refika
Aditama, November 2008, cet. 1.

Anshori, Abdul Ghofur. LEMBAGA KENOTARIATAN INDONEStAPerspektif
Hukum dan EtikaYogyakarta: Penerbit Ull Press Yogyakarta, 2009,
cet. 1

Budiono, Herlien.Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotamat
Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2007, cet. 1.

Darmabrata, WahyonddUKUM PERDATA; Pembahasan Mengenai Asas-Asas
Hukum PerdataJakarta : Penerbit CV Gitama Jaya Jakarta, 2605.

Hamzah, Andi.Hukum Acara Pidana Indonesidakarta : Sinar Grafika, 2001,
cet. 10.

Indonesia, lkatan Notaris, Pengurus PusaTl DIRI NOTARIS INDONESJA
Dulu, Sekarang, dan Dimasa Datangakarta: Penerbit Gramedia,
2008.cet. 1.

Kansil, C.S.T & Kansil, Christine S.T,Pokok PokokEtika Profesi Hukum,
Jakarta: Penerbit PT. Pradnya Paramita, 2006, cet. 3.

Kie, Tan ThongStudi Notariat Dan Serba Serbi Praktek Notaris Bukiekarta :
PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000, cet.2.

Mamudji, Sri, Rahardjo, Hang, Supriyanto, Agus, iEaly dan Simatupang,
Dian Pudji. Metode Penelitian Dan Penulisan Hukundakarta :
Penerbit Badan Penerbit Fakultas Hukum Universiladonesia,
2005.cet. 1.

Marzuki, Peter MahmudPenelitian Hukum Jakarta : Penerbit Prenada Media
Group, 2008, cet.4.

Universitas Indonesia

Tinjauan yuridis..., Ritaa Alfiana, FH Ul, 2011.



76

Mertokusumo, Sudiknddukum Acara Perdata IndonesiZogyakarta : Penerbit
Liberty, 1982, cet 4.

Soekanto, Soerjono & Mamudji, SRenelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan
Singkat Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009. Cet. 1

Soekanto, Soerjon@engantar Penelitian Hukundakarta : Penerbit Universitas
Indonesia (Ul-Press), 1986. Cet.3.

Subekti, R.,Hukum Pembuktigniakarta : Penerbit PT. Pradnya Paramita, 2007,
cet.16.

Subekti, R. Pokok-PokolHukum PerdataJakarta : Penerbit PT. Intermasa, 2008,
cet.33.

Subekti, R.,Hukum Perjanjian Jakarta: Penerbit Intermesa, 2005, cet. 21.

Tobing, G.H.S LumbanPeraturan Jabatan NotarisJakarta : Erlangga, 1980,
cet. 3.

Tresna, Mr. R.Komentar HIR Jakarta : Penerbit PT. Pradnya Paramita: Jakarta,
2005, cet. 18.

B. Peraturan Perundang-undangan atau Kamus

IndonesiaUndang-Undang tentang Jabatan Notar$J Nomor 30 Tahun 2004.
LN No. 117 Tahun 2004, TLN No. 4432.

Indonesia.Undang-Undang tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambsagara,
Serta Lagu Kebangsaan Nomor 24 Tahun 200N No. 5035

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Wetboek \@traftrecht)
diterjemahkan oleh Moeljatno, Jakarta : Pradnyarmda, 1990.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wegkp Diterjemahkan oleh
R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Cetakan 27. Jakart Pradnya
Paramita, 1995.

Universitas Indonesia

Tinjauan yuridis..., Ritaa Alfiana, FH Ul, 2011.



77

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indag Tatacara
Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan NotaRermen nomor :
M.03.HT03.03.10 Tahun 2007

Tim Penyusun Kamus Besar Indonesiamus Besar Bahasa Indonesiakarta,
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Exlan1998.

C. Lain-Lain

Adjie, Habib, ‘Notaris Tidak Berwenang Membuat Surat Kuasa Menmsdak
Tanggungan, tapi Berwenang Membuat Akta Kuasa Mbard@n Hak
TanggunganMajalah Renvoi nomor 3.51.V, (edisi Agustus 2007

Budiono, Herlien Notaris dan kode EtiknydJpgrading & Refreshing Course
Nasional Ikatan Notaris Indonesia, Medan, 30 Ma6e&t7

Latumeten, Pieter , Perlindungan Jaminan Hukum Bagi Profesi Notaris
Makalah disampaikan pada Rapat Pleno Pengurus Rasaf Diperluas,
Pembekalan Dan Penyegaran Pengetahuan Ikatan s\btdanesia, Hotel
Borobudur Jakarta, 30 Juli 2009).

Lotulung, Paulus Effendie,Perlindungan Hukum Bagi Notaris Selaku Pejabat
Umum dalam Menjalankan TugasfiyaMakalah disampaikan pada
Kongres XVII Ikatan Notaris Indonesia (INI), Jakar25-26 Nov 1999).

Miftachul Machsun, Majelis Pengawas, Suatu Instrumen  Untuk
Mempertahankan KehormatPerlindungan Hukum Bagi NeteéSelaku
Pejabat Umum dalanMenjalankan an & Martabat Notaris Makalah
disampaikan dalam acara Pembekalan & Penyegaramdangka Rapat
Pleno Pengurus Pusat Yang Diperluas, lkatan Ndtadtiznesia (INI),30 Juli
2009, Jakarta.

Pusat, Majelis Pengawas, dalam suratnya tertariggAlgustus 2005 nomor : C-
MPPN.03.10-15.

,Wacana, Sejarah Pendidikan Magister KenotariatarMajalah Renvoi,
nomor. 12.84.VII, (edisi Mei 2010), hal. 66.

Universitas Indonesia

Tinjauan yuridis..., Ritaa Alfiana, FH Ul, 2011.



	Halaman judul
	Abstrak
	Bab I
	Bab II
	Kesimpulan dan Saran
	Daftar pustaka

